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ABSTRAK 
Nama              : Jumriani 
Nim                 : 30600112002 
Judul  : Dampak Pemekaran Wilayah Kec. Parigi Kab. Gowa 
Terhadap Pembangunan  Infastruktur jalan Di Desa Sicini   
Penelitian ini mengkaji tentang dampak pemekaran wilayah kecamatan 
Parigi Kabupaten Gowa terhadap pemberian fasilitas infrastruktur jalan bagi 
masyarakat desa Sicini. Penelitian ini memfokuskan pada dua hal yaitu: 
dampak pemekaran wilayah Kecamatan Parigi terhadap infrastruktur jalan di 
Desa Sicini pasca pemekaran dan respon masyarakat terhadap pembangunan 
infrastruktur jalan di Desa Sicini. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengggambarkan dampak pemekaran wilayah kecamatan terhadap pemberian 
pelayanan infrastruktur jalan di desa Sicini. Jenis penelitian bersifat kualitatif, 
metode pengumpulan data primer diperoleh dari observasi, wawancara dan 
dokumen sedangkan data sekunder diperoleh melalui kajian literature pustaka, 
analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Dalam 
menganalisis permasalahan tersebut, penulis menggunakan tiga teori yaitu 
konsep desentrlisasi, pembangunan dan Negara kesajahteraan (walfare state).  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak pemekaran wilayah 
terhadap infrastruktur jalan di desa Sicini kecamatan Parigi sangat lambat. 
Beberapa masalah yang terjadi yaitu kurangnya perhatian dari pemerintah  
sehingga perkembangan infrastruktur jalan di desa Sicini menjadi lambat dan 
tidak berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur jalan yang dilakukan oleh 
desa Sicini hanya dilakukan setahun setelah pemekaran kecamatan Parigi akan 
tetapi setelah itu sudah tidak ada proses pemeliharaan dan perbaikan. Adapun 
respon yang terbentuk di masyarakat terhadap dampak pemekaran wilayah 
kecamatan Parigi terhadap pembangunan infrastruktur jalan di desa Sicini 
ialah respon moderat, respon kritis serta masyarakat yang merespon apatis. 
Kata kunci: Pemekaran Wilayah, Infrastruktur Jalan, dan Pembangunan. 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang  
Sejak UU No. 22 tahun 1999 diberlakukan, isu pemekaran lebih dominan jika 
dibandingkan dengan isu penggabungan atau penghapusan daerah otonom. Di satu 
sisi kecenderungan tersebut dapat diterima dan dipahami sebagai wujud kedewasaan 
dan harapan untuk mengurus dan mengembangkan potensi daerah dan 
masyarakatnya. Namun di sisi lain, mengundang kekhawatiran terhadap kemampuan 
dan keberlanjutan daerah otonom baru untuk dapat bertahan mengurus rumah 
tangganya sendiri. Pemekaran daerah diharapkan mampu menjadi media untuk 
membuka simpul-simpul keterbelakangan akibat jangkauan pemerintah yang terlalu 
luas, sehingga perlu dibuka kesempatan bagi daerah tersebut untuk mendirikan 
pemerintahan sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki.
1
 
 Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam 
menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasan 
kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pasal 18 undang-undang 
dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah 
besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan 
undang-undang.
2
 Pemekaran daerah secara intensif berkembang di Indonesia sebagai 
                                                             
1 Dede Mariani, demokrasi dan politik  desentralisasi, (Yogyakarta;PT Graha ilmu 2008), hal. 
179. 
2
Widjaja. HAW, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh, (Jakarta; PT 
. Rajagrafindo persada,2012), hal. 1.  
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salah satu jalan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan  
masyarakat didaerah.
3
 
Sebagaimana yang dijelaskan pula dalam Al-Qur‟an tentang kesejahteraan 
pada suatu negara sebagai berikut : 
 
Artinya :“dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: “Ya Tuhanku, Jadikanlah 
negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezki dari buah-buahan kepada 
penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah 
berfirman: “Dan kepada orang yang kafirpun aku beri kesenangan sementara, 
kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka dan Itulah seburuk-buruk tempat 
kembali” (QS.Al-Baqarah/2:126)4 
  Berdasarkan ayat diatas, memerintahkan untuk mengingat dan merenungkan 
bagaimana nabi Ibrahim as. Mencamkan firman dan penjelasan Allah pada ayat 124 
lalu. Ketika itu nabi Ibrahim bermohon agar kepemimpinan dianugerahkan pula 
kepada keturannya, tetapi Allah menjawab bahwa kepemimpinan tidak akan 
menyentuh orang-orang yang berlaku aniaya, tetapi keamananan, kedamaian atau 
keadilan hanya akan tegak bilamana negri tersebut diatur oleh orang-orang yang 
beriman. Ayat ini bukan saja mengajarkan agar berdoa untuk keamanan dan 
kesejahteraan, tetapi juga mengandung isyarat tentang perlunya setiap muslim berdoa 
                                                             
3
Kaputra, iswan dkk, Dampak Otonomi Daerah Di Indonesia: Merangkai Sejarah Politik Dan 
Politik Indonesia,  ( Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013) , hal. 208. 
  
4Raja Bandar, “Konsep Al-Qur‟an Tentang Kesejahteraan Sosial”, Blog Raja Bandar. 
https://moehs.wordpress.com/2013/11/08/konsep-kesejahteraan-dalam-islam-tafsir-tahlily/,  Diakses 
Tanggal 10 Oktober 2016, 5:55 wita. 
3 
 
untuk keselamatan dan keamanan wilayah tempat tinggalnya, dan agar penduduknya 
memperoleh rezeki yang berlimpah. Dua hal diatas, rasa aman dari segala yang 
mengelisahkan dan limpahan rezeki, merupakan syarat utama bagi suatu kota atau 
wilayah. Bahkan, stabilitas keamanan dan kecukupan ekonomi merupakan nikmat 
yang menjadikan seseorang berkewajiban mengabdi kepada Allah SWT.
5
 
Diskersi (keleluasaan) bagi daerah dalam mengatur dan mengurus segala urusan 
rumah tangga sebuah daerah pemerintahan adalah sebuah paradigma baru dalam 
sebuah penyelenggaraan pemerintahaan daerah yang muncul setelah adanya UU No. 
22/1999. Karena hal tersebut sangat mengapresiasi sebuah pluralitas, dan juga 
demokrasi, yang membuka ruang keterlibatan masyarakat lokal dalam segenap proses 
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6
 
Konsep pemekaran wilayah di dalam UU RI No. 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, pemekaran wilayah merupakan suatu proses membagi satu 
daerah administratif (daerah otonom) yang sudah ada menjadi dua atau lebih daerah 
otonom baru, di mana landasan pelaksanaannya didasarkan pada PP No.129 Tahun 
2000. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa 
desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada 
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam system 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi menuntut adanya pembagian 
                                                             
5 M. Quraish Shihab, tafsir al-mishbah,pesan kesan dan keserasian al-qur‟an, (Jakarta; 
penerbit lentera hati, 2002) hal 385-387.  
6
Djohermansyah Djohan, Mengkaji Kembali Konsep Pemekaran Daerah Otonom, (Jakarta: 
Yayasan Harkat Bangsa bekerjasama dengan European Union, 2007), hal.  117-118. 
4 
 
wilayah Negara menjadi wilayah-wilayah yang lebih kecil dan didalamnya tercipta 
institusi politik dan administrasi.
7
 
Sesuai dengan filosofinya, tujuan pemekaran wilayah juga sangat mulia yang 
mengacu pada keinginan sejumlah manusia lokal yang secara sadar ingin 
meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat daerah melalui pemerintahan daerah 
yang otonom. Selayaknya pemekaran wilayah, atau pembentukan pemerintahan 
otonom baru tidaklah diartikan sebagai pengalihan kekuasaan pusat semata, akan 
tetapi harus dipahami sebagai wujud dari demokrasi yang sebenar-benarnya, yang 
kemudian mampu mendorong tumbuhnya sebuah kemandirian pemerintahan sendiri, 
karena otonomi daerah sebetulnya berarti otonomi masyarakat di daerah-daerah, yang 
diharapkan dapat terus tumbuh dan berkembang sejumlah prakarsa dan kemandirian 
dalam iklim lembaga demokrasi.
8
 
Daerah dapat berprakarsa sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki dan dapat 
mengembangkan semua yang menjadi potensi daerah dalam rangka memajukan 
kesejahteraan rakyat dengan tetap mengedepankan kepentingan menjaga persatuan 
dan kesatuan bangsa. Pembentukan daerah juga pada dasarnya bertujuan untuk 
meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejateraan 
masyarakat, pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, pengelolaan potensi 
                                                             
7
Syahrir Karim, Politik Desentralisasi Membangun Demokrasi Local, (Makassar: Alauddin 
University Press, 2012),  hal.  2. 
8
M. Zaki Mubarak, dkk, Blue Print, Otonomi Daerah Di Indonesia, (Jakarta: The YHB 
Center, 2008), hal. 153-155. 
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daerah, dan peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah sesuai dengan 
pertumbuhan kehidupan demokrasi nasional.
9
 
  Sebagai langkah awal daerah otonom baru adalah dengan berusaha 
mewujudkan distribusi pertumbuhan ekonomi yang yang serasi dan merata antar 
daerah, mewujudkan distribusi kewenangan yang sesuai dengan kesiapan pemerintah 
dan masyarakat lokal, menciptakan ruang politik bagi pemberdayaan dan partisipasi 
politik institusi-institusi politik lokal, serta mewujudkan distribusi layanan publik 
yang mudah dijangkau oleh masyarakat, dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi 
fungsi pemerintahan daerah. 
Selain, untuk mensejahterakan rakyat, dan memberikan pembangunan daerah 
yang merata, pemekaran wilayah memiliki filosofi penting bagi kelangsungan 
perkembangan pemekaran daerah, yaitu dapat menjaga keanekaragaman budaya dan 
adat daerah, yang merupakan bagian penting dalam terjalinnya rasa persatuan dan 
kesatuan masyarakat daerah, sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 18 B 
ayat 2 yang kalimatnya sebagai berikut:  
“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat 
beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang 
diatur dalam undang-undang.” 
                                                             
 
9
Sadu Wasistiono, Ms, Pemaparan Lanjutan Suplemen Penelitian Studi Kelayakan 
Pemekaran Wilayah Tangerang Selatan, ( Ciputat: pemerintah Daerah kabupaten Tangerang, 2007), 
hal. 2. 
6 
 
Pemekaran menjadi alat perjuangan politik yang justru mengesampingkan 
kepentingan rakyat. Itulah sebabnya meskipun di beberapa daerah pemekaran 
dirasakan manfaatnya antara lain dengan adanya peningkatan pelayanan publik tetapi 
di beberapa tempat belum membuahkan hasil yang signifikan.
10
 Tidak semua 
pemekaran wilayah berhasil dengan cepat, politik desentralisasi itu senyatanya lebih 
banyak dilahirkan dari motif reaktif dan tarik ulur kepentingan sehingga kian jauh 
dari orientasi kesejahteraan dan pemerataan kemakmuran rakyat.  
Pemekaran wilayah menjadi kian problematis karena kegagalan itu berakibat 
langsung ke jantung realitas masyarakat. Sebut saja disintegrasi, ketidakjelasan 
wilayah, dilema kepemimpinan daerah, dan meningkatnya kemiskinan menjadi warna 
dominan kegagalan pemekaran wilayah. Hasil pemekaran daerah yang tidak 
diimbangi dengan kesiapan infrastruktur dan suprastruktur pada gilirannya 
menghasilkan daerah miskin baru yang masih membutuhkan subsidi kepada daerah 
induk. Kondisi pemekaran wilayah yang semakin mengkhawatirkan ini mesti disikapi 
secara bijak oleh pemerintah dan DPR. Oleh karena itu, selain moratorium, harus pula 
dilakukan langkah strategis lain dalam mengamankan jaringan ekonomi dan sosial 
masyarakat di daerah pemekaran baru, agar orientasi dan filosofi pemekaran daerah 
tetap dalam cita-cita utama bagi pemerintah daaerah baru yang telah dilantik.
11
 
                                                             
 
10
Slamet Luwihono, salah seorang staff peneliti P2PL (Pusat Penelitian Politik Lokal) yang 
menulisdalamsitushttp://www.percik.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=86&Itemid
=1, yang di posting pada Rabu, 17 September, 2008, dan di kutip pada tanggal 11 Mei 2016. 
 
11
Dalam Ali Masykur Musa, salah satu Anggota DPR-RI komisi II dari Fraksi Partai 
kebangkitan Bangsa, Kontruksi Pemekaran Wilayah, dalam situs www.tempointeraktif.com, di posting 
pada tanggal 11 Februari 2009, dan dikutip pada tanggal 11 Mei 2016.  
7 
 
 Semangat otonomi daerah sendiri salah satunya bermuara kepada keinginan 
daerah untuk memekarkan diri yang kemudian diatur dalam pasal 2 Peraturan 
Pemerintah  nomor 129 tahun 2000 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria 
pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah.
12
 Kemudia pada tahun 2006 
Kecamatan Tinggimoncong memekarkan wilayahnya untuk berdiri sendiri secara 
otonom menjadi kecamatan Parigi, kecamatan Parigi sebagai kecamatan baru yang 
terdiri dari lima desa, yakni desa Majannang, desa Bilangrengi, desa Manimbahoi, 
desa Jonjo dan desa Sicini. 
Desa Sicini yang merupakan Desa yang paling jauh dari ibu kota Kecamatan, 
merupakan desa yang jauh tertinggal terutama dalam bidang pendidikan yang masih 
rendah. Masyarakat Desa Sicini hanya berlatar belakang pendidikan yang hanya dari 
tamatan sekolah dasar, dikarenakan masih kurangnnya akses pendidikan dan 
kesadaran para orang tua yang minim akan pentingnya pendidikan bagi anak-
anaknya. Dengan terbentuknya Kecamatan Parigi, yang dilaksanakan pada tanggal 23 
maret 2006 tentu banyak hal yang perlu dibenahi agar kewajiban untuk memberikan 
kesejahteraan bagi masyarakat betul-betul terlaksana dengan baik. Tuntutan 
pemekaran daerah merupakan kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat Kecamatan 
Parigi. Melihat bahwa sarana  dan infrastruktur jalan serta pembangunan yang kurang 
merata  yang sangat besar mengharuskan adanya tata kelola yang baik. 
                                                             
12
Lihat skripsi, Hasrianto, Pengaruh Pemekaran Wilayah Kabupaten Mamuju  Terhadap 
Kondisi Sosial Ekonomi Desa Bontteng Kecamatan Simboro, 2014,hal. 2. 
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Desa Sicini dari hasil pemekaran wilayah yang menjadi bagian dari Kecamatan 
Parigi yang menjadi sorotan pemerintah dan masyarakat karena merupakan daerah 
yang paling terisolir. Beberapa faktor yang menjadi penyebabnya ialah jaraknya yg 
cukup jauh dari Ibu Kota Kecamatan Tinggi Moncong dengan kondisi geografis yang 
sulit dijangkau serta sarana dan fasilitas infastruktur jalan yang buruk. Subtansi 
pemekaran wilayah adalah masyarakat memiliki kewenangan untuk mengatur rumah 
tangganya sendiri lewat distribusi kekuasaan dari pemerintah pusat, tercapainya cita-
cita bersama, makmur dan sejahtera. kebijakan pemekaran  seharusnya ditujukan untuk 
meningkatkan pelayanan publik dalam hal ini infrastruktur jalan guna mempercepat 
terwujudnya kesejahteraan masyarakat. 
Pemekaran wilayah kecamatan Parigi merupakan upaya memperpendek rentang 
kendali pemerintah untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan 
pengelolaan pembangunan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah PP No 78 Tahun2007 
bahwa pemekaran wilayah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pembangunan 
infrastruktur. Karena dengan peningkatan pembangunan infrastruktur maka akan 
berakibat pada peningkatan perekonomian masyarakat yang akan mempercepat  
peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga peningkatan pelayanan publik serta 
mengembangkan demokrasi lokal dengan mengalirkan sumber daya ke desa. 
Berdasarkan apa yang telah diutarakan diatas, maka sangat termotivasi bagi  penulis 
untuk melakukan suatu penelitian dengan mengangkat judul sebagai berikut : 
“ Dampak Pemekaran Wilayah Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa Terhadap 
Kondisi Pembangunan Infrastruktur Jalan  di Desa Sicini ”.     
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, kajian pokok yang ingin dibahas penulis 
adalah dampak pemekaran wilayah kecamatan Parigi terhadap pembangunan 
infastruktur desa. Dari penjelasan ini penulis membuat rumusan masalah sebagai 
berikut:  
1. Bagaimana dampak pemekaran wilayah terhadap infrastruktur jalan di Desa 
Sicini Kecamatan Parigi pasca pemekaran? 
2. Bagaimana respon masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur jalan di 
Desa Sicini Kecamatan Parigi pasca pemekaran ? 
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan penelitian 
Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh 
informasi yang akurat sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, adapun tujuan 
penelitian sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui dampak pemekaran wilayah terhadap infrastruktur jalan 
di Desa Sicini Kec. Parigi Kab. Gowa 
b. Untuk mengkaji beberapa respon masyarakat terhadap pembangunan 
infrastruktur jalan di Desa Sicini Kecamatan Parigi pascapemekaran 
1. Kegunaan Penelitian 
Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini antara lain: 
a. Kegunaan Praktis 
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1. Sebagai prasyarat untuk mendapatkan gelar sarjana (strata satu) di bidang 
ilmu politik dan menjadi landasan bagi civitas akademika dalam 
memahami konteks pemekaran wilayah sebagai bentuk kesejahteraan 
masayarakat sebagai dampak dari otonomi daerah. 
2. Hasil penelitian ini mampu menjadi tolak ukur masukan kepada pemerintah 
terhadap upaya perbaikan infrastruktur jalan sebagai aspek dari tujuan 
pemekaran wilayah yang lebih baik dengan implikasi kebijakan khususnya 
pada bidang pelayanan publik mampu berjalan dengan baik yang pada 
akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
b. Kegunaan Akademis 
Penelitian ini diharapkan dapat berguna  
1. Memberi sumbangan ilmiah dan akademis terhadap pengembangan teori 
politik yang berkaitan dengan pemekaran wilayah terhadap kondisi 
pembangunan infrastruktur jalan dalam dalam khazanah ilmu pengetahuan 
khususnya pada pemekaran wilayah. 
2. Hasil penelitian ini mampu menjadi tolak ukur masukan kepada pemerintah 
terhadap upaya perbaikan infrastruktur jalan sebagai aspek dari tujuan 
pemekaran wilayah yang lebih baik dengan implikasi kebijakan khususnya 
pada bidang pelayanan publik mampu berjalan dengan baik yang pada 
akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
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3. Menambah wawasan intelektual penulis mengenai otonomi daerah, 
pemekaran wilayah dan dampak dari pemekaran wilayah terhadap 
peningkatan kesejahteraan masyarakat.  
4. Adanya penelitian ini pula, diharapakan mampu membantu proses 
pembelajaran secara akademik dalam lingkungan kampus terutama 
Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik khusunya pada jurusan Ilmu 
Politik terhadap studi-studi pemekaran wilayah yang mengangkat 
permasalahan pemekaran wilayah terhadap kondisi pembangunan 
infrastruktur jalan di desa Sicini Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
 Pada bab II ini akan membahas penjelasan mengenai 2 hal pokok: pertama, 
tinjauan  teoritis sebagai pisau analisis yang akan digunakan dalam menjelaskan hasil 
penelitian. Kedua, tinjauan pustaka yang merupakan karya terdahulu sebagai usaha 
untuk meletakkan dasar studi ini. Bab II merupakan bab yang akan membantu dalam 
menjelaskan dasar mengapa studi ini penting dilakukan dan untuk menjelaskan 
temuan penelitian. 
A. Tinjauan  Teoritis 
1. Desentralisasi 
Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat 
kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerah mulai dari 
kebijakan, perencanaan sampai pada implementasi dan pembiayaan dalam rangka 
demokrasi. Sementara itu otonomi daerah adalah wewenang yang dimiliki daerah 
untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan dan dalam rangka 
desentralisasi.
13
 Menurut CJ. Fransees otonomi sebagai hak untuk mengatur urusan-
urusan daerah setempat dan menyusaikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat.  
Demikian juga J.Wajong, mengartikan otonomi daerah sebagai kebebasan 
untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus dengan keuangan sendiri, 
sedangkan Ateng Syarifuddin menyebutkan otonomi daerah sebagai kebebasan atau 
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Iswan Kaputra  dkk, Dampak Otonomi Daerah, Merangkai Sejarah Politik Dan 
Pemerintahan Indonesia (Jakarta :Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), hal. 66. 
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kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan. Hanya saja sebentuk kebebasan yang 
terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus 
dipertanggung jawabkan.
14
Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung 
jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan 
dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yaitu pada dasarnya untuk 
memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang 
merupakan tujuan utama dari tujuan nasional.
15
 
Menurut Andi Mustari Pide, desentralisasi pada dasarnya adalah penyerahan 
kekuasaan atau wewenang di bidang tertentu secara vertikal dari institusi atau 
lembaga atau pejabat yang lebih tinggi kepada institusi atau lembaga atau 
fungsionaris bawahannya sehingga yang diserahi atau dilimpahi kekuasaan 
wewenang tertentu itu berhak bertindak atas nama sendiri dalam urusan tertentu 
tersebut.
16
 Mengutip pendapat Bryan dan white menyatakan bahwa desentralisasi 
mempunyai dua makna: 
1) Pelimpahan wewenang (delegation) yang menyakup penyerahan tanggung 
jawab kepada bawahan untuk mengambil keputusan berdasarkan kasus yang 
dihadapi, tetapi pengawasan tetap berada ditangan pusat. 
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Syahrir Karim, Politik Desentralisasi Membangun Demokrasi Local; dalam  Ateng 
Syarifuddin, DPRD Sebagai Badan Legislatif Daerah Dari Masa Kemasa, (Bandar Maju: Bandung, 
1991) , hal. 11. 
15
Iswan Kaputra  dkk, Dampak Otonomi Daerah, Merangkai Sejarah Politik Dan 
Pemerintahan Indonesia (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), hal. 67. 
16
Edie Toet Hendratno, Negara Kesatuan, Desentralisasi dan Federalisme 
(Jakarta;Universitas Pancasila,2009 ), hal. 65. 
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2) Pengalihan kekuasaan (devolution) yakni seluruh tanggung jawab untuk 
kegiatan tertentu diserahkan kepada penerima wewenang.
17
 Dari teori di atas, 
penulis berusaha memberikan kesimpulan bahwa teori desentralisasi adalah 
pemindahan kekuasaan dan tanggung jawab dalam segala urusan pemerintah. 
2. Pembangunan 
 Pembangunan ialah suatu proses dinamis untuk mencapai kesejahteraan 
masyarakat pada tingkat yang lebih tinggi dan serba sejahtera. Peningkatan 
pembangunan diupayakan agar dapat dirasakan oleh masyarakat luas ataupun oleh 
masyarakat dalam lingkup yang lebih kecil atau terbatas (lokal). Ginanjar 
Kartasasmita memberikan pengertian pembangunan secara sederhana, yaitu sebagai 
„suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara 
terencana‟. Pembangunan dalam paradigma governance bertujuan mewujudkan 
interaksi antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat.
18
 
 Membahas pembangunan tidak akan terlepas dari pertumbuhan. Hal ini 
kembali diuraikan oleh Ginanjar Kartasasmita yang mengatakan bahwa pembangunan 
dalam ruang lingkup literatur-literatur ekonomi pembangunan sering didefinisikan 
sebagai suatu proses yang berkesinambungan dari peningkatan pendapatan riil 
perkapita melalui peningkatan jumlah dan produktivitas sumber daya. Dari 
pandangan itu lahir konsep mengenai pembangunan sebagai pertumbuhan ekonomi. 
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Teori mengenai pertumbuhan dapat ditelusuri pada abad ke- 18. Menurut 
Adam Smith proses pertumbuhan dimulai apabila perekonomian mampu melakuakan 
pembagian kerja (devision of labor).
19
pembagian kerja kan meningkat produktivitas 
yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan. Adam smit juga menggaris 
bawahi pentingnya skala ekonomi. Dengan meluasnya pasar, akan terbuka inovasi-
inovasi baru yang pada gilirannya akan mendorong perluasan pembagian kerja dan 
mendorong pertumbuhan ekonomi.  
Kelompok teori pertumbuhan ini, ada pandangan penting yang dianut oleh 
banyak pemikir pembangunan, yaitu teori mengenai tahapan pertumbuhan.Dua 
tokohnya yang penting adalah Chenery syrquin dan Rostow. Menurut pemikiran H.B 
Chenery dan M. syrquin yang merupakan pengembangan pemikiran dari Collin Clark 
dan Kuznets pengembangan perekonomian akan mengalami suatu transformasi 
(komsumsi, produksi, dan lapangan kerja), dari perekonomian yang didominasi oleh 
sektor pertanian menjadi didominasi oleh sektor industri dan jasa. 
 Menurut Rostow, transformasi dari negara yang terbelakang menjadi negara 
maju dapat dijelaskan melalui suatu urutan tingkatan atau tahap pembangunan yang 
dilalui oleh semua negara.
20
 Rostow mengemukakan lima tahap yang dilalui suatu 
negara dalam proses pembangun, yaitu: traditional society, preconditions for growth, 
the take off, the drive to maturity, dan the age of high mass consumption.  
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Teori Adam Smit beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi sebenarnya bertumpuh pada 
adanya pertumbuhan penduduk.Tertuang dalam bukunya yang berjudul an inquiri into the nature and 
causes of the wealth of nations. 
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Todaro , dalam Badruddin, Rudi, Ekonomika Otonomi Daerah (Yogyakarta :UPP STIM 
YKPN, 2012), hal. 120-121. 
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Teori Rostow ini telah mencatat dalam sejarah relevansi keberhasilan 
pembanguan ekonomi dan politik. Sekalipun tidak dapat memperbandingkan antara 
yang berlangsung di India dan Amerika namun melalui tahapan yang sama 
setidaknaya kondisi masyarakat dapat dijelaskan melalui teori Rostow tentang apa 
yang diperlukan. Semakin meningkat pertumbuhan sebuah bangsa, maka 
pembanguana politiknya perlu disesuaikan mengingat tuntutan akan demokrasi 
semakin besar. 
Pandangan-pandangan yang berkembang dalam teori-teori pembanguna 
terutama bidang ekonomi memang mengalir makin deras kearah manusia sebagai 
pusat perhatian dan sasaran sekaligus pelaku utama pembanguan. Salah satu harapan 
atau anggapan dari pengikut aliran teori pertumbuhan adalah bahwa hasil 
pertumbuhan akan dapat dinikmati masyarakat sampai dilapisan paling bawah. 
Namun pengalaman pembanguan dalam tiga dasawarsa menunjukan bahwa yang 
terjadi adalah rakyat dilapisan bawah tidak senangtasa menikmati cucuran hasil 
pembanguan seperti yang diharapkan. 
Salah satu metode yang umum digunakan didalam menilai pengaruh 
pembanguan terhadap kesejahteraan masyrakata adalah dengan mempelajari 
distribusi pendapatan. Pembagian pendapatan berdasarkan kelas-kelas pendapatan 
yang diukur dengan menggunakan kurva lorenz atau indeks gini. Selain distribusi 
pendapatan, dampak dan hasil pembanguan juga diukur dengan melihat tingkat 
kemiskinan disuatu negara. 
17 
 
Upaya untuk memadukan konsep pertumbuhan dan pemerataan merupakan 
tantangan yang jawabanya tidak henti-hentinya dicari dalam studi pembangunan. 
Masih dalam rangka mencari jawaban terhadap tantangan paradigm keadilan dalam 
pembangunan, berkembang pendekatan kebutuhan dasar manusia. Masalah 
pengangguran juga makin mendapat perhatian dalam rangka pembangunan ekonomi 
yang menghendaki adanya pemerataan.
21
Beberapa ahli berpendapat pula bahwa 
pemerataan pendapatan akan meningkatkan penciptaan lapangan kerja. Menurut teori 
ini barang-barang yang dikomsumsi oleh masyarakat miskin cenderung lebih bersifat 
padat tenaga kerja dibandingkan dengan komsumsi masyarakat yang berpendapatan 
lebih tinggi. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, ada tiga kriteria harus 
dipenuhi dalam rencana dan usul pemekaran desa yakni syarat administratif, teknis 
dan kewilayahan. Secara administratif pemekaran antara lain ialah persetujuan   dari   
DPRD,   Bupati/Walikota   dan Gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri. 
Sementara   syarat   teknis   antara   lain   ialah   kemampuan ekonomi, sosial, budaya, 
sosial politik, kependudukan, luas desa, pertahanan dan keamanan. Sedangkan 
persyaratan kewilayahan antara lain adalah minimal 5 (lima) desa untuk pembentukan 
kecamatan, minimal 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan kabupaten/ kota, dan 
minimal 5 (lima) kabupaten/ kota untuk pembentukan provinsi, serta didukung oleh 
ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahaan. 
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  Jacobus Ranjabar, Perubahan Sosial Teori-Teori Dan Proses Perubahan Sosial Seta Teori 
Pembangunan, (Bandung; Alfabeta, 2015), hal. 128. 
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Berdasarkan ketentuan tersebut nyatalah bahwa tujuan pemekaran wilayah 
adalah untuk melancarkan pembangunan yang tersebar diseluruh wilayah dan 
membina kestabilan politik dan kesatuan bangsa. Dengan kata lain, bertujuan untuk 
menjamin perkembangan dan pembangunan yang dilaksanakan dengan azas 
dekonsentrasi.  
3. Negara Kesejahteraan (walfare state) 
Dalam tulisan ini, penulis menggunakan konsep negara kesejahteraan yang 
dikembangkan oleh Midgley yang menunjukkan bahwa konsep negara kesejahteraan 
atau welfare state digunakan untuk menyatakan hal yang pemerintahannya 
menyediakan pelayanan-pelayanan sosial yang luas kepada warga negaranya. Konsep 
ini menyatakan hal yang ideal untuk dibandingkan dengan kenyataan yang ditemui di 
suatu negara tertentu. Jadi suatu negara dapat dinilai berdasarkan seberapa banyak 
pelayanan-pelayaan sosial disediakan untuk warga negaranya.
22
 Sebuah welfare state 
adalah konsep pemerintahan dimana negara memainkan peran utama dalam menjaga 
dan meningkatkan keadaan ekonomi dan sosial dari warga negaranya. Berdasarkan 
prinsip persamaan kesempatan, keseimbangan distribusi kesejahteraan, dan tanggung 
jawab publik bagi mereka yang tidak mampu menyediakan kebutuhan dasar bagi 
kehidupannnya sendiri.Istilah umum mungkin meliputi sebuah variasi bentuk 
organisasi ekonomi dan sosial.
23
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Adi Fahruddin, Pengantar Kesejahteraan Sosial, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2014), 
hal.104-105. 
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   Anggriani Alamsyah,  Etika Politik, (Makassar : Alauddin University Press, 2012), hal.47. 
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 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
mengamanatkan negara memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar, 
mengembangkan system jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan 
masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta 
bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesejahteraan sosial yang 
layak yang diatur dengan Undang-Undang. 
Masalah hak, tidak dapat dilepaskan dari kewajiban, yaitu untuk sebanyak 
mungkin ikut serta dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial.Kewajiban negara 
tercermin dalam bentuk partisipasi, baik partisipasi langsung dalam kegiatan maupun 
organisasi/lembaga sosial. Peranan pemerintah dalam hal penyediaan pelayanan 
sosial adalah mengatur, mengarahkan, membimbing, membina dan mengawasi 
penyelengaraan kesejahteraan sosial dalam bentuk infrastruktur jalan. 
Aspek kesejahteraan dengan demikian, daerah dapat berprakarsa sesuai dengan 
potensi daerah yang dimiliki dan dapat mengembangkan semua yang menjadi potensi 
daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan rakyat dengan tetap mengedepankan 
kepentingan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pembentukan daerah juga pada 
dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat 
terwujudnya kesejateraan masyarakat, pelaksanaan pembangunan perekonomian 
daerah,pengelolaan potensi daerah, dan peningkatan hubungan yang serasi antara 
pusat dan daerah sesuai dengan pertumbuhan kehidupan demokrasi nasional.
24
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 Adi Fahruddin, Pengantar Kesejahteraan Sosial, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2014), hal.95-
96. 
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Kesadaran masyarakat tentang arti penting kehadiran suatu pemerintahan yang 
otonom untuk menata dan mengembangkan daerahnya. Karena secara substansi 
adanya ide tentang pemekaran wilayah adalah untuk mensejahterakan seluruh lapisan 
masyarakat daerah, dengan adanya pemerintahan daerah yang diharapkan mampu 
berhubungan dan berkomunikasi baik dengan para masyarakat, diharapkan mampu 
mendengarkan seluruh aspirasi masyarakat, dan berusaha mewujudkan secara 
bersama-sama. Orientasi pemekaran wilayah terhadap kesejahteraan rakyat terhadap 
kemakmuran rakyat. Menggunakan teori negara kesejahteraan dalam menganalisis 
peranan pemerintah sebagai penyedia layanan publik yaitu infrastruktur jalan sebagai 
dampak dari pemekaran wilayah.
25
 
 Pemekaran sejatinya merupakan kesejahteraan masyarakat di sebuah wilayah 
mengingat hakikat dari berdirinya pemerintahan adalah tidak lain untuk 
mensejahterakan masyarakat, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 
menjamin untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan 
bangsa sehingga sudah menjadi kepastian bagi segenap penyelenggara pemerintahan 
untuk menjadikan masyarakatnya menjadi lebih sejahtera.
26
  
Ketentuan Umum Pada Undang-undang No 78 Tahun 2007 poin (6) 
menyatakan bahwa "Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur 
dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut 
                                                             
25 Adi Fahruddin, Pengantar Kesejahteraan Sosial, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2014), hal.96.. 
26 Adi Fahruddin, Pengantar Kesejahteraan Sosial, hal  112. 
21 
 
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Poin tersebut menjelaskan bahwa prakarsa masyarakat 
dibutuhkan pula dalam menjalankan pembangunan sehingga peran serta desa sebagai 
lembaga pemerintahan yang berada paling dekat dengan masyarakat mempunyai 
peran krusial dalam pembangunan nasional menuju kesejahteraan rakyat. Sejalan 
dengan peran sentral tersebut maka desa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan 
Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa diberikan kewenangan dalam mengelola 
keuangan dan secara mandiri menjalankan roda pemerintahannya sendiri melalui 
prinsip-prinsip pemerintahan partisipatif  
B. Tinjauan pustaka 
Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti menduplikat hasil karya 
orang lain, maka penulis perlu mempertegas perbedaan antara masing-masing judul 
dan masalah yang dibahas dari beberapa penelitian yang telah dibuat sebelumnya, 
yaitu sebagai berikut : 
1) Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Tamalanrea, 
Kecamatan Biringkanaya Dan Kecamatan Manggala di Kota Makassar dalam 
Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat
27
 
Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi 
pemerintahan kecamatan di Kota Makassar belum efektif. Hal ini didasarkan pada 
                                                             
 27  Khalil Muslim, Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Tamalanrea, 
Kecamatan Biringkanaya Dan  Kecamatan Manggala di Kota Makassar dalam Pemberian Pelayanan 
Kepada Masyarakat, ( Universitas Hasanuddin  2013, sebuah skripsi), di akses pada tanggal 28 februari 
2017. 
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pemberian pelayanan yang belum optimal oleh pegawai kecamatan serta minimnya 
pemahaman masyarakat terhadap pelayanan yang dimintakan.  
Pelayanan yang diberikan menurut hemat peneliti belum sesuai dengan 
standar pelayanan serta belum memenuhi asas penyelenggaraan pelayanan publik 
seperti yang tertera dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik yaitu kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, 
keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persarnaan 
perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan 
khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, dan kecepatan, kemudahan, dan 
keterjangkauan.  
Mengenai faktor-faktor yang berperan dalam pemberian pelayanan kepada 
masyarakat di Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Biringkanaya, dan Kecamatan 
Manggala yakni sebagai berikut:  
1) Faktor yang berasal dari Pelayan Publik/Pegawai Kecamatan Bidang 
Pelayanan yaitu profesionalitas pegawai, pemahaman pegawai kecamatan terhadap 
standar operasional pelayanan dan dasar hukum pemberian pelayanan, dan sarana 
danprasarana kecamatan.  
2) Faktor dari masyarakat yaitu kelengkapan berkas yang menjadi syarat 
administrasi pengurusan, ketertiban masyarakat dalam melakukan pengurusan di 
kantor kecamatan dan pengetahuan masyarakat. 
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2) Dampak Pemekaran Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa 
Pecahan, Studi Kasus Pemekaran Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas 
Kabupaten Jember.
28
 
Penelitian   ini   bertujuan   untuk   mengetahui   dampak   pemekaran   Desa   
Karangrejo   terhadap   pembangunan infrastruktur.  Metode penelitian menggunakan  
pendekatan  deskriptif   kualitatif   dengan informan masyarakat setempatbeserta para 
aparat desa. Data skunder diperoleh dengan observasi dan wawancara serta studi 
pustaka.  
Hasil penelitian menunjukkan   bahwa   dampak   pemekaran   terhadap   
pembangunan   infrastruktur desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten 
Jember dalam   kurun   waktu   sepuluh tahun. Menghasilkan pembangunan jalan 
dengan pavingisasi, plengsengan, dan pengerasan, serta pengaspalan jalan serta 
perbaikan   jembatan   merupakan   pembangunan   bidang   transportasi.   Perawatan   
lapangan   olahraga   merupakan   usaha pembangunan bidang olah raga. 
Pembangunan polindes serta penambahan posyandu adalah pembangunan bidang 
kesehatan masyarakat. Pembangunan sekolah MTS dan SMA Plus merupakan 
pembangunan bidang pendidikan. Pemasangan aliran listrik   merupakan   
pembangunan   bidang   pelayanan   masyarakat.   Pembangunan   masjid   dan   
musholah   merupakan pembangunan bidang kerohanian. Perbaikan dan renovasi 
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pasar merupakan pembangunan dibidang ekonomi. Pembangunan gedung   Kantor   
Desa   dan   Balai   Dusun   serta   tugu   pembatas   merupakan   pembangunan 
bidang pemerintahan.  Dapat disimpulkan bahwa pemekaran desa berdampak positif 
terhadap pembangunan infrastruktur.   
Sementara dampak negatif yang terjadi   adalah   kesenjangan   sosial   di   
masyarakat.   Kondisi   ini   dikarenakan sebab   akibat   secara   beruntun.   Dengan 
pembangunan jalan yang tidak merata mengakibatkan kemudahan komunikasi  antar 
masyarakat juga tidak merata. Perbedaan aktifitas komunikasi tersebut 
mengakibatkan perolehan perekonomian yang juga tidak merata. 
3) Pengaruh Pemekaran Wilayah Kecamatan Terhadap Pembangunan Dan 
Pelayanan Publik di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara
29
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan kondisi 
pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik sebelum dan setelah pemekaran 
wilayah di Kecamatan Tana Lili dan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi kondisi pembangunan insfrastruktur dan pelayanan publik sebelum 
dan setelah dilakukan pemekaran wilayah di Kecamatan Tana Lili. Metode penelitian 
yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang memberikan gambaran tentang 
pemekaran wilayah Kecamatan Tana Lili. Pada umumnya kegiatan penilitian 
deskriptif meliputi pengumpulan data, analisis data, interprestasi data serta diakhiri 
dengan kesimpulan pada penganalisisa data tersebut. 
                                                             
 
29
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Hasanuddin 2016, Sebuah Skripsi), di akses pada tanggal 28 februari 2017. 
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Penelitian ini lebih menekan pada data kuantitatif yang diperoleh melalui 
keusioner dan didukung  oleh data kuliatatif melalui wawancara dengan informan dan 
responden dalam rangka mengetahui implikasi pemekaran wilayah. Hasil penelitian 
menunjukkan 2 hal  yakni, Pertama Kondisi pembangunan dan pelayanan publik 
setelah pemekaran Kecamatan Tana Lili menjadi lebih baik daripada sebelum 
pemekaran. Kedua faktor-faktor yang mempengaruhi di dukung oleh pemerintah dan 
masyarakat, pemerintah lebih memperhatikan  kebutuhan  masyarakat baik dari segi 
pelayanan maupun pembangunan, dan masyarakat ikut berpartisipasi dalam 
membantu pemerintah dalam mewujudkan pelayanan dan pembangunan yang lebih 
baik. 
4) Pemekaran Desa Ditinjau Dari Aspek Otonomi Daerah Di Kecamatan 
Angkona Kabupaten Luwu Timur (Studi Kasus Di Desa Wanasari).
30
 
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga proses tahap dalam proses 
pemekaran Desa Wanasari Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur yaitu tahap 
pertama,proses penjaringan aspirasi dimana masyarakat duduk bersama melakukan 
musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan untuk memekarkan diri.Tahap kedua, 
pembentukan panitia pemekaran yaitu setelah mendapatkan kesepakatan untuk 
memekarkan diri masyarakat menentukan panitia pemekaran yang bertugas untuk 
membuat proposal usulan pemekaran ke bupati.Tahap ketiga yaitu proses penyusunan 
Raperda. Adapun Faktor –faktor yang mempengaruhi proses pemekaran Desa 
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Wanasari yaitu Faktor Pendukung dan faktor Penghambat.Dari semua tahap proses 
pemekaran desa wanasari jika di tinjau dari aspek otonomi daerah,dimana otonomi 
daerah yang dimaksud adalah kemandirian dan demokrasi telah terlaksana karena dari 
semua tahap proses pemekaran desa masyarakat selalu terlibat dan senantiasa 
dilaksanakan dengan musyawarah. 
5) Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur (Suatu Studi Di 
Desa Pakuure III Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan )
31
 
 Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam 
pembangunan pelaksanaan infrastruktur desa. Peneliti menggunakan metode 
penelitian kualitatif untuk mendapatkan gambaran sebenarnya yang ada dilapangan 
dengan teknik pengumpulan data dari wawancara mendalam terhadap para indorman. 
Dari hasil penelitan didapati dalam dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah 
sudah berperan dengan baik dalam rangka untuk mengimplementasikan kebijakan 
sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan tipe penulisan kualitatif yaitu penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis dan tingkah 
laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. 
32
 
 Adapun data deskriptif yang dimaksud adalah ucapan atau tulisan dan perilaku 
yang dapat diamati dari orang-orang (subjek itu sendiri)
33
yang kemudian dari 
informasi yang didapat, menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang 
menyangkut keadaan pada waktu yang sedang berjalan dari pokok suatu penelitian. 
Adapun objek penelitian ini adalah desa Sicini Kecamatan Parigi sebagai wilayah 
pemekaran pada tahun 2006. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa untuk 
mengetahui bagaimana dampak pemekaran wilayah disuatu daerah maka semestinya 
yang menjadi objeknya adalah daerah yang berada dalam wilayah tersebut. 
B. Sumber data  
      Menurut Lofland dalam kutipan Moleong, sumber data dalam penelitian 
kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, data tertulis, dan dokumen.
34
 Sedang 
menurut Berg seperti yang dikutip Miles dan Huberman, data kualitatif mengacu pada 
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Bagong Suyanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan 
Edisi Ketiga, (Jakarta: Khariama Putra Utama, 2005), hal.166. 
 
33
Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, Pengantar Metode Penelitian Kualitatif.alih bahasa-
Arif Furchan(Cet- 1. Usaha Nasional. Surabaya- Indonesia: 1992), hal. 21.  
34
 Lexy Johannes Moleong, metodologi penelitian kualitatif (cet. XV; Bandung; Remaja 
Rosdakarya, 2001), hal 112.  
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esensi manusia, objek dan situasi. Secara esensial, pengalaman kasar tersebut 
kemudian diubah menjadi tulisan, yang masing-masing bagiannya terakumulasi 
dalam teks yang diperluas. Sumber data penelitian ini terdiri atas sumber data primer 
dan sumber data sekunder. 
a. Data primer 
  Sumber data primer berupa data lisan yang diperoleh langsung dari subjek 
penelitian melalui proses wawancara dan observasi. Penggunaan data primer sesuai 
dengan orientasi penelitian kualitatif yang menekankan alur induktif, yakni dari data 
ke teori atau dari kasus yang spesifik untuk di diskusikan dengan berbagai teori yang 
relevan.  
b. Data sekunder  
   Sumber data sekunder berupa data tertulis atau literature ilmiah yang 
memuat teori, konsep dan metode penelitian, berbagai literatur yang berkaitan dengan 
objek penelitian atau berupa catatan pribadi, grafik- foto, maupun hasil penelitian 
akademisi.
35
 Data ini biasanya diperoleh di perpustakaan, laporan-laporan penelitian, 
media baik cetak maupun elektronik, skripsi, buku, peraturan-peraturan tertulis (UUD 
1945, UU dan PERDA) dan dapat juga disebut sebagai data yang telah tersedia.
36
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C.  Metode Pengumpulan Data 
Pengumpulan data kualitatif menggunakan metode pengamatan yang umumnya 
digunakan dari tradisi kualitatif seperti : 
a) Wawancara  
Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu 
pewawancara (interviewer) dan wawancara yang dilakukan dengan bertanya langsung 
secara bertatap muka (face to face) untuk pengumpulan data dalam penelitian ini 
yaitu menggunakan metode wawancara tak berstruktur.
37
 Merupakan tehnik 
wawancara yang tidak terikat oleh sistematika daftar pertanyaan tertentu, tetapi 
lazimnya hanya terarahkan oleh pedoman wawancara saja sehingga pewawancara 
bisa secara bebas mengembangkan pertanyaanya.
38
 Peneliti juga akan melakukan 
wawancara secara mendalam (in-depth) dengan melakukan wawancara yaitu dengan 
orang-orang yang mempunyai pengetahuan yang luas dan mendalam tentang 
komunitasnya yang dapat memberikan data bermanfaat.
39
 
Informan dalam penelitian ini ditetapkan secara purposive sampling penulis 
akan mewawancarai beberapa narasumber yang bersifat formal, dalam teknik ini 
pengambilan sampel disesuaikan dengan tujuan peneliti.
40
 dimana peneliti memilih 
objek berdasarkan ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang 
                                                             
37 Bagong Suyanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan 
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 Nawawi Hadari,  metode penelitian bidang social, (Yogyakarta; Gadja Mada University 
press, 1990), hal. 157. 
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erat dengan populasi yang diketahui sebelumnya dengan kata lain kriteria ditetapkan 
berdasarkan tujuan penelitian maka dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara 
dengan beberapa informan diantaranya; Unsur pemerintah, tokoh pendidik, tokoh 
pemuda, dan tokoh masyarakat. 
Tabel 1 
Daftar  informan 
No Nama Informan Usia Status/Propesi Waktu Wawancara 
1  Hj. Hartati Dg Sompa 45 Camat Parigi 20 September 2016 
2 M. Amir Latif 55 Sekertaris Desa 5 Oktober 2016 
3 Amir Gaji 47 Kaur pembangunan 23 September 2016 
4 Abdul Rajab S.pd 58 Tokoh Pendidik 2 Oktober 2016 
5 Najamuddin 
Kamal 
29 
22 
Tokoh Pemudah 25 September 2016 
6 Samsul Bahri S.pd 54 Tokoh Agama 23 September 2016 
7 H. Latif 60 Tokoh Adat 25 September 2016 
8 H. Haliq 54 Warga Desa Sicini 26 September 2016 
9 Dg. Baji 37 Warga Desa Sicini 26 September 2016 
10 Dg. Nia 35 Warga Desa Sicini 26 26 September 2016 
         Berdasarkan tujuan penelitian maka dalam hal ini, peneliti melakukan 
wawancara dengan beberapa informan diantaranya: dari unsur pemerintah, tokoh 
pendidik, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat. 
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a. Observasi  
Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk 
menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penyelidikan secara langsung 
terhadap objek.
 41
Dimana dalam penelitian ini peneliti melakukan penyelidikan 
mengenai objek penilitian yaitu infrastruktur jalan beserta aktifitas pemerintahan di 
Desa Sicini kecamatan Parigi kabupaten Gowa penyelidik mengadakan pengamatan 
secara langsung terhadap gejala-gejala subjek yang diteliti.  
b. Dokumen 
 Dokumen adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam 
metodologi penelitian. Metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Oleh 
karena sebenarnya sejumlah besar fakta dan data sosial tersimpan dalam bahan yang 
berbentuk dokumentasi.
42
 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumen 
peraturan dalam beberapa Undang-Undang serta surat dakwaan dari Kejaksaan 
Negeri Sungguminasa atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa 
Sicini kecamatan Parigi Kabupaten Gowa dan tulisan penelitian terdahulu yang 
dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti.  
D. Tehnik Analisis Data 
Tehnik analisis data merupakan suatu kajian tentang sesuatu dengan meneliti 
bagian-bagiannya serta hubungan dari bagian-bagian itu. Proses ini berlangsung 
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 Burhan Bangin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007),  hal. 
124 
32 
 
bertahap yakni pengkajian literatur atau pengamatan pada fenomena, menarik 
kesimpulan, serta membangun teori.
43
 Analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan analisis data kualitatif, dengan tahapan sebagai berikut: 
a. Reduksi data 
Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 
penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang  muncul dari data-data 
di lapangan.
44
 Reduksi data merupakan bagian dari proses analisis yaitu suatu analisis 
untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak 
penting, serta mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir ditarik. 
Proses analisis data dilakukan secara sistematik dan serempak. Mulai dari 
proses pengumpulan data, mereduksi, mengklasifikasi, mendskripsikan dan penyajian 
serta kesimpulan dan interpretasi semua informasi yang secara data serta secara 
selektif telah terkumpul.
45
 
b. Penyajian Data 
Penyajian yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah bentuk teks 
naratif. Dalam penyajian data berbentuk sekumpulan informasi yang tersusun dalam 
life history sehingga dapat ditarik kesimpulan. Penyajian data dilaksanakan agar 
sajian data tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Bentuk penyajian data dalam 
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 Matthew B Miles Dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, Jakarta: UI Press, 
1992), h. 10-17. 
33 
 
penelitian ini akan disajikan secara naratif sesuai dengan pemaparan yang 
ditampilkan dalam pembahasan hasil penelitian.
46
 
c. Menarik Kesimpulan (Verifikasi) 
Kesimpulan merupakan tinjauan terhadap catatan yang telah dilakukan di 
lapangan, sedangkan penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk 
mencari atau memahami makna, keteraturan, pola - pola, penjelasan, alur sebab-
akibat atau proposisi.
47
 Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan 
berangkat dari dampak pemekaran wilayah Kec. Parigi Kab. Gowa terhadap 
pembangunan infrastruktur jalan di desa Sicini. Untuk kemudian dapat ditarik suatu 
kesimpulan hubungan keterkaitan antara keduanya. Apabila ketiga tahapan tersebut 
telah selesai dilakukan, maka kemudian diverifikasi. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 
 Di bab ini penulis membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian 
yang meliputi letak geografis, pemerintahan, kependudukan, kondisi sosial yang 
bertujuan untuk mendeskripsikan gambaran lokasi penelitian, sehingga dapat 
menghasilkan sebuah penelitian yang efektif. Di bab ini juga membahas hasil 
penelitian yang didapatkan di lapangan mengenai dampak pemekaran wilayah 
terhadap infrastruktur jalan di desa Sicini serta respon masyarakat terhadap 
pembanguanan infrastruktur jalan pasca pemekaran.  
A. Gambaran Umum lokasi penelitian 
a. Gambaran umum Kecamatan Parigi 
Kecamatan Parigi merupakan daerah dataran tinggi yang berbatasan Sebelah 
Utara Kecamatan Tinggimoncong, Sebelah Selatan Kecamatan Bungaya, Sebelah 
Barat Kecamatan Parangloe, dan Sebelah Timur Kabupaten Bulukumba. Dengan 
jumlah desa sebanyak 5 ( lima ) desa dan dibentuk berdasarkan PERDA No. 9 tahun 
2005. Ibukota Kecamatan Parigi adalah Majannang dengan jarak sekitar 70 km dari 
Sungguminasa. Kecamatan  parigi adalah salah satu Kecamatan termuda yang berada 
dalam wilayah Kabupaten Gowa, secara histori wilayah Kecamatan Parigi masuk 
dalam wilayah kerajaan Gowa yang dimana terdapat beberapa kerajaan kecil yang 
berdaulat di antaranya Jonjo yang dipimpin seorang „Anrong Guru‟, Longka, 
35 
 
Sironjong, Bilangrengi, Manimbahoi dan Sicini yang masing-masing dipimpin oleh 
„Gallarang dan Karaeng‟ pada saat itu.48  
 Selanjutnya dari sistem pemerintahan kerajaan ke sistem pemerintahan distrik, 
wilayah Kecamatan Parigi yang terdiri atas beberapa wilayah kerajaan kecil tadi 
bergabung dalam wilayah distrik Parigi yang dipimpin oleh seorang kepala distrik. 
Kepemimpinan kerajaan-kerajaan kecil yang tergabung dalam wilayah distrik Parigi 
berubah nama menjadi kepala kampung. Setelah sistem pemerintahan distrik berubah 
lagi kesistem pemerintahan kecamatan yang dipimpin oleh seorang Camat dengan 
nama Kecamatan Tinggimoncong dan wilayah distrik Parigi yang terdiri dari Longka 
(Majannang sekarang) dan Sicini berubah nama dengan sebutan desa yang dipimpin 
oleh seorang kepala desa.
49
 
 Dimasa pemerintahan kecamatan ini, Longka, Sironjong, Borong kopi dan 
Bilanrengi bergabung menjadi satu desa dengan nama desa Majannang, sementara 
Sicini dan Jonjo bergabung kedalam wilayah desa Parigi, dari pada itu ada satu desa 
yakni desa Majannang dan dua dusun yakni dusun Sicini dan dusun Jonjo yang 
menjadi wilayah administrasi pemerintahan Kecamatan Tinggimoncong pada saat itu. 
Selanjutnya pada masa pemerintahan Kecamatan Tinggimoncong, desa Parigi 
dimekarkan menjadi dua desa dimana dusun Jonjo dan dusun Sicini bergabung 
menjadi satu desa dengan nama desa Jonjo dan desa Majannang dimekarkan menjadi 
tiga desa yakni desa Manimbahoi, desa Bilangrengi, dan desa Majannang sendiri 
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sebagai desa induk, sejak saat itu ada lima desa definitive yang berada diwilayah 
Kecamatan Parigi sekarang.
50
 
 Demi perkembangan zaman dimana tuntutan peningkatan pembangunan 
disegala sektor, Kecamatan Tinggimoncong pada saat itu yang terdiri dari enam desa 
yakni desa Parigi, desa Majannang, desa Manimbahoi, desa Bilangrengi, desa Jonjo, 
dan desa Sicini. Dan empat kelurahan yakni kelurahan Malino, kelurahan Pattapang, 
kelurahan Bontolerung, dan kelurahan Gantarang di usulkan untuk dimekarkan 
menjadi dua kecamatan. Seiring perjalan waktu oleh mahasiswa dan pelajar desa 
Majannang, Manimbahoi, Jonjo, Sicini, dan kelurahan Buluttana berinisiatif 
membentuk organisasi dengan nama KPMTK (Kerukunan Pelajar Mahsiswa Tunas 
Karya Kecamatan Tinggimoncong) yang diketuai oleh Ir.Amir Lantara, berselang 
dengan beberapa waktu organisasi ini berubah nama menjadi KKJ (Kerukunan 
Keluarga Jenne‟berang) yang diketuai oleh Drs.Syamsu Alam (Lurah Buluttana pada 
saat itu). Kemudian KKJ ini melaksanakan musyawarah besar (Mubes)  di 
Lombasang kelurahan Buluttana yang di ketuai oleh Drs. Ibrahim dg Sijaya ketua 
Bp.7. Kab Gowa. Organisasi inilah yang pertama kali mengagendakan tentang 
pemekaran kecamatan. Sebagai cikal bakal untuk pemekaran.
51
  
Kemudian pada saat itu beberapa tokoh masyarakat merespon dan atas 
dukungan Camat Tinggimoncong dalam hal ini Bapak Syarifuddin Ardan SE, Dg 
Siala, maka dibentuklah panitia kerja pemekaran kecamatan Parigi dengan 
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berdasarkan keputusan Camat Tinggimoncong no:146.1/03/TM/III/05 tentang 
pembentukan Panitia kerja pemekaran kecamatan Parigi yang diketuai oleh Bapak 
H. Nakku Lantara. Selanjutnya berdasarkan surat keputusan Bupati Gowa bapak H. 
Ichsan Yasin Limpo SH, MH dan perda Kabupaten Gowa tentang pemakaran 
kecamatan maka tepatnya tanggal 23 maret 2006 wilayah Tinggimoncong 
dimekarkan menjadi dua kecamatan dimana ada lima desa yakni desa Majannang, 
desa Manimbahoi, desa Jonjo, desa Sicini, dan desa Bilangrengi dimekarkan menjadi 
satu kecamatan yang difintif, dengan nama Kecamatan Parigi, dan menjadi 
kecamatan yang ketujuh belas di Kabupaten Gowa yang beribukota Majannang. Hal 
inilah yang menjadi dasar pelaksanaan hari jadi Parigi.
52
 Akhirnya pada tanggal 23 
maret 2006 Kecamatan Parigi diresmikan oleh bapak Bupati Gowa H. Ichsan Yasin 
Limpo, SH., MH yang bertempat di lapangan Butta Toa Longka Desa Majannang. 
Dalam peresmian ini sekaligus dirangkaikan dengan pelantikan camat pertama 
kecamatan Parigi yakni bapak Syamsu Rijal Bsc dan ketua tim penggerak PKK 
kecamatan Parigi yakni ibu Nurhaedah. Sampai saat ini kecamatan Parigi telah 
dipimpin oleh tiga orang camat yakni bapak Syamsul Rijal Bsc, bapak H. Mulyadi 
Kulle, SE dan Hj. Hartati, S.Sos sampai sekarang.
53
 
Wilayah kecamatan Parigi saat ini terdiri dari 5 desa dan 20 dusun, dengan 
jumlah penduduk lebih kurang 13.103 jiwa yang terdiri dari laki-laki 6.228 jiwa dan 
perempuan 6.875 jiwa. Beberapa fasilitas umum yang terdapat di kecamatan Parigi 
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seperti sarana pendidikan antara lain Taman Kanak-kanak sebanyak 5 buah, Sekolah 
Dasar Negeri 3 buah, Sekolah Dasar Inpres 9 buah, Sekolah Lanjutan Pertama 4 
buah, Sekolah Lanjutan Atas 1 buah, disamping itu terdapat beberapa sarana 
Kesehatan, pasar, dan sarana perkantoran. 
Demikian selayang kecamatan Parigi dengan semboyang “INAKKE 
SAMPANG KUKANA TOJENGI IA RIATINGKU MANNA LARUNTUNG 
LANGIKA TALA KUONOKI” ketika hati ini berkata benar meskipun langit akan 
runtuh, kami tidak akan mundur dan akan melangkah terus demi kejayaan kecamatan 
Parigi.
54
 
b. Gambaran Umum Desa Sicini 
1. Letak Geografis 
Desa Sicini merupakan salah satu desa dalam wilayah Kecamatan Parigi 
Kabupaten Gowa.Wilayah desa Sicini secara umum mempunyai ciri geologis berupa 
daerah pegunungan dengan hamparan padang ilalang yang dijadikan sebagai tempat 
rerumputan penggembalaan, dan hutan yang didominasi oleh berbagai jenis kayu 
hutan alam, serta desa Sicini Termasuk wilayah hutan lindung ,Selain berupa hutan, 
desa Sicini juga merupakan daerah persawahan, yang umumnya sawah tadah hujan. 
Kemiringan tanah secara umum di desa Sicini diperkirakan sekitar 15° s/d 45°. Selain 
itu, kondisi alam desa Sicini yang merupakan daerah pegunungan, dengan panorama 
alam serta hutan yang masih luas. Oleh karena itu, desa Sicini sangat cocok sebagai 
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tempat yang sangat menarik bagi orang-orang yang memiliki hobbi berburu babi 
hutan,serta Panorama Alam yang sangat indah apalagi di saat malam hari seluruh 
wilayah Kota Makassar terlihat dengan jelas.
55
 
Di sebelah selatan Dusun Siriya,dusun Parangtangaya, Dusun Pattiroang 
terdapat kawasan Hutan Lindung serta ratusan hektar hamparan rumput ilalang (lahan 
tidur) yang sangat cocok dijadikan sebagai tempat pemeliharaan ternak. Secara 
administratif,wilayah desa Sicini  terlatak di wilayah Kecamatan Parigi Kabupaten 
Gowa yang merupakan salah satu desa dari lima Desa yang ada. Wilayah desa Sicini 
secara administrasi dibatasi oleh wilayah Kecamatan serta desa tetangga. 
Secara geografi desa Sicini memiliki batas sebagai berikut : 
Sebelah Utara  : Berbatasan dengan Desa Jonjo 
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Bungaya. 
Sebelah Timur  : Berbatasan dengan Desa Bilanrengi  
SebelahBarat  : Berbatasan dengan Kecamatan Manuju. 
Luas wilayah desa Sicini adalah 25,9km2 yang terdiri dari 510 ha  berupa 
Hutan Lindung, 850 ha berupa sawah yang digunakan untuk lahan pertanian, serta 
167 ha berupa ladang. Lahan tidur /pengembalaan 50,2 ha,pemukiman 180 ha. Pada 
saat itu Sicini adalah sebuah dusun yang sangat terpencil dan masyarakatnya sangat 
miskin dan terkebelakang dari semua aspek karena memiliki kondisi alam hamparan 
padang ilalang batu cadas yang sangat sulit dijangkau karena berada di pundak bukit 
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Batu Maccinri yang berbentuk bulat seperti bola antara Gunung Bawakaraeng dan 
Gunung Lompobattang. Sekitar tahun 1970an oleh Bapak Bakharb Krg Candra 
selaku Kepala Desa Parigi yang meliputi Sicini bersama masyarakat mulai membuka 
akses jalan dan pertengahan tahun 1980an ditingkatkan menjadi aspal,sehingga 
perekonomian masyarakat mulai meningkat.
56
 
Gambaran umum desa sicini adalah usaha menggambarkan secara utuh tentang 
kondisi desa. Data-data yang disusun diambil dari semua data yang tersedia dan bisa 
didapatkan. Selain menggunakan data-data yang ada gambaran umum desa ini, 
diperkaya dengan data-data yang didapat dari hasil survey pemetaan sosial, 
wawancara tokoh masyarakat, Forum Grup Diskusi (FGD) maupun pengamatan 
secara langsung, merupakan bagian dari tahapan Participatory Rulal Appraisal (PRA) 
Data yang dipakai untuk menggambarkan situasi atau keadaan kependuduk 
misalkan, data gambaran umum memakai data hasil monografi Desa serta melalui 
interview dan Forum Grup Diskusi (FGD) kepada masyarakat umum.
57
 
a. Pemerintahan 
Menurut peraturan pemerintah No 72 tahun 2005 tentang pemerintahan desa, 
yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum  yang memiliki 
batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat yang diakui 
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia. 
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Mengacu pada peraturan pemerintah tersebut maka pemerintah desa Sicini 
mengusulkan penyelenggaraan urusan pemerintah desa Sicini dalam mengtur dan 
mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal usul dan adat istiadat 
setempat.
58
 
Dalam peraturan daerah nomor 21 tahun 2006, juga telah diatur mengenai 
lembaga-lembaga desa yang dapat dibentuk ditingkat desa yang berfungsi sebagai 
mitra pemerintahan desa dalam melaksanakan tugasnya.Perda tersebut kemudian 
ditindaklanjuti dengan peraturan desa Sicini tentang pembentukan-pembentukan 
lembaga-lembaga desa. Pemerintah Desa Sicini dapat dilihat sebagai berikut: 
a) Terdiri dari kepala desa dan perangkat desa 
b) Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan  perangkat desa 
lainnya  
c) Perangkat desa lainnya terdiri dari secretariat desa, pelaksana teknis 
lapangan,dan unsure kewilayaan  
d) Sekretariat desa terdiri dari urusan umum, urusan pelaksana teknis 
lapangan,dan unsure kewilayaan  
e) Sekretariat desa terdiri dari urusan umum, urusan perencanaan dan 
urusan keuangan  
f) Pelaksana teknis lapangan terdiri dari bagian pemerintah, bagian 
kesejahteraan rakyat serta bagian pembangunan 
g) Lembaga kemayarakatan dibentuk desa berdasarkan musyawarah 
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dan mufakat 
h) lembaga kemasyarakatan menyesuaikan kebutuhan desa. 
Pada awalnya sekitar tahun 1989 desa Sicini adalah hasil pemekaran dari   desa 
Jonjo meliputi dusun Sicini kemudian menjadi desa Persiapan Sicini yang dipimpin 
oleh Samsuddin Sako Dg. La‟lang.Pada tahun 1990-1993 kepemimpinan desa Sicini 
dijabat oleh  H.Asis Sangi sebagai pejabat sementara,Kemudian Pada tahun 1994 
pemilihan Kepala desa pertama dengan 2 calon peserta yakni H.Asis Sangi dan 
Bonda Dg Pata‟ yang dimenangkan oleh Bapak H.Asis Sangi dan menjabat sampai 
pada tahun 2002.
59
 Selanjutnya Pada tahun 2003 desa Sicini kembali mengadakan 
pemilihan Kepala desa secara langsung yang kedua kalinya dengan 2 Calon peserta  
yakni H. Asis Sangi  Dan Muhammad Said yang dimenangkan oleh Bapak 
Muhammad Said.Berjalan lima tahun kemudian yakni pada tahun 2008 dilakukan 
kembali pemilihan langsung dengan 5 Orang peserta Yakni: 
1) Muh Amir Gaji 
2) Mappasulle Ibrahim 
3) Bahri,S.Pd 
4) Ismail H.NL 
5) Muhammad Said 
 Pemilihan kepala desa ini dimenangkan kembali oleh Bapak Muhammad Said 
hingga tahun 2014 dan diakhir periode tahun 2014 – 2016 diambil alih oleh Plt 
HJ.Hartati,S.Sos sampai sekarang. Dalam perjalanan berdirinya desa Sicini beberapa 
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hal perubahan sangat dirasakan oleh masyarakat diantaranya adalah Perbaikan akses 
sarana jalan yang sebelumnya tidak bisa dilalui kendaraan roda 4 dimusim hujan.   
Desa Sicini termasuk salah satu daerah tertinggal, sarana pendidikan mulai dari 
Sekolah Dasar (SD) sampai pada Sekolah Menengah Pertama (SMP), sarana 
penerangan (PLN), dan berbagai sarana lainnya yang dirasakan oleh masyarakat 
setelah terbentuknya Desa Sicini. Inilah sekilas tentang  Desa Sicini.
60
 
Tabel 2 
Pembagian Wilayah Desa Sicini 
No NAMA DUSUN RT RW 
1 PARANGTANGAYYA 6 3 
2 PATTIROANG 4 3 
3 BONGKITONRO 3 2 
4 LABBABATU 3 2 
5 SIRIYA 5 4 
 Sumber:RPJM Desa Sicini tahun 2015 
  Dari tabel di atas dapat dilihat pembagian wilayah Desa Sicini yang terdiri 
dari 5  Dusun. Setiap dusun dipimpin oleh Kepala Dusun sebagai delegasi dari Kepala 
Desa didusun tersebut. 
 Yang dimana Pusat desa Sicini terletak di Dusun Parangtangaya yang 
merupakan ibu kota desa Sicini. 
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b. Kependudukan 
Demografi adalah studi ilmiah tentang penduduk, terutama tentang jumlah, 
sturuktur dan perkembangannya. Berdasarkan data profil desa, jumlah penduduk Desa 
Sicini adalah3.162 jiwa dengan komposisi tersaji dalam table di bawah ini. 
Tabel 3 
Demografi Desa Sicini 
 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa. 
 
c. Kondisi Sosial 
1. Pendidikan 
Dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan 
merupakan salah satu faktor penting untuk menunjang peningkatan kualitas sumber 
daya manusia (SDM). Tingkat pendidikan akan mempengaruhi pola pikir, pola tingka 
Jenis 
Kelamin 
Dusun 
Parangta
ngaya 
Dusun 
Pattiroa
ng 
Dusun 
Labba
batu 
Dusun 
Siriya 
Dusun 
Bongkiton
ro 
 
Jumlah 
(a) (b) (c) (d) (e) (f)    (g) =(a)+ 
(b) + (c) 
 
Laki-laki 
 
509 Jiwa 
 
295 Jiwa 
 
246 
Jiwa 
 
329 
Jiwa 
 
166 Jiwa 
 
1.545 Jiwa 
 
 
Perempuan 
 
542 Jiwa 
 
290 Jiwa 
 
245 
Jiwa 
 
348 
Jiwa 
 
192 Jiwa 
 
1.617 Jiwa 
 
Jumlah 
Jiwa 
 
 
1051 
Jiwa 
 
585 Jiwa 
 
491 
Jiwa 
 
677 
Jiwa 
 
358 Jiwa 
 
3.162 Jiwa 
 
Jumlah KK 
 
290 KK 
 
180 KK 
 
141 KK 
 
203 KK 
 
102 KK 
 
916 KK 
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laku dan interaksi  sosial seseorang sebagai bagian dari anggota masyarakat dalam 
melakukan aktivitas untuk menunjang kebutuhan hidupnya. 
   Pendidikan akan secara langsung memberi sumbangan terhadap keterampilan 
dan strategi kelangsungan hidup pada seseorang. Tingkat pendidikan penduduk di 
desa Sicini masih rendah. Di desa Sicini terdapat masyarakat dengan berbagai latar 
belakang pendidikan diantaranya dari tamatan sekolah dasar hingga pergurun tinggi 
masih kurang dikarenakan masih kurangnnya akses pendidikan dan kesadaran para 
orang tua yang minim akan pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya. Pada dasarnya 
desa Sicini memiliki potensi sumber daya manusia yang memadai. Hal ini dapat 
dilihat pada.  
Tabel 4 
Sarana Pendidikan desa Sicini Tahun 2015 
 
 
 
 
 Sumber: RPJM Desa Sicini tahun 2015 
Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa sarana pendidikan sudah mulai memadai 
meskipun gedung sekolah tingkat SMA/Aliyah belum ada tetapi, antusias masyarakat 
dan pelajar sudah mulai mengalami peningkatan. Walaupun hanya menumpang 
sementara di sekolah SMP, hal ini masih membutuhkan perhatian dari pemerintah 
setempat agar proses mengajar dapat berjalan dengan baik. 
NO URAIAN  KETERANGAN 
1 MADRASYAH/ALIAH 2 
2 SMP/SEDERAJAT 1 
3 SD 3 
4 TK 1 
5 PAUD 1 
46 
 
Table 5 
Tingkat Pendidikan Warga Desa Sicini 
Sumber: RPJM Desa Sicini tahun 2015 
 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat Pendidikan adalah salah satu hal 
penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat 
perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan 
mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong 
tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan pada gilirannya akan mendorong 
munculnnya lapangan pekerjaan baru. Dengan demikian akan membantu program 
pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran 
No.
=o 
Pendidikan  Jumlah 
 1. Belum sekolah 417  jiwa 
 2. Tidak tamat SD 991  jiwa 
 3. Masih SD 327  jiwa 
 4. SD / sederajat 650  jiwa 
 5. Masih SLTP 151  jiwa 
 6. SMP / sederajat 210  jiwa 
 7.   Masih SLTA 106  jiwa 
 8. SMA / sederajat 159 jiwa 
 9. Masih perguruan Tinggi 15 jiwa 
10. Diploma /Sarjana   16  jiwa 
11.   TK 40 jiwa 
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pendiikan biasannya akan dapat mempertajam pola pikir individu., selain itu akan 
mempermudah menerima informasi yang lebih maju.  
2. Prasarana Dan Infrastruktur 
Tabel 6: sarana dan prasarana infastruktur 
No Sarana dan prasarana  Jumlah  satuan keterangan 
 1 Balai Desa  1 unit - 
2 Kantor Desa 1 unit - 
3 Masjid 13 unit  
5 Musholla 2 unit  
6 Gereja - unit  
7 Tempat pemakaman umum 2 unit  
8 Pos kamling  1 unit Setiap RT 
9 TK / PAUD 2  unit  
10 SD / sederajat 5 unit  
11 SMP / sederajat 1 unit  
12 TPQ 5 unit  
13 Polindes  - -  
14 Posyandu  1 unit   
15 Jalan Rabat Beton 1200 M  
16 Jalan Tanah 4 135 M  
Sumber; RPJM desa Sicini tahun 2015 
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3. Perekonomian 
Kegiatan-kegiatan dalam daur kehidupan masyarakat desa, sangat dipengaruhi 
oleh siklus musim, seperti musim tanam menjelang musim hujan, musim panen 
setelah padi menguning, musim paceklik bila musim kemarau terlampau panjang. 
Juga kegiatan atau peristiwa social seringkali berkaitan dengan peristiwa-peristiwa 
musim itu seperti a‟dengka ase lolo (menumbuk padi muda), pesta adat dan 
perkawinan setelah panen berhasil, merantau atau imigrasi ke kota ketika musim 
paceklik. 
Wilayah Desa Sicini memiliki berbagai potensi yang baik. Potensi tersebut dapat 
meningkatkan taraf perekonomian dan pendapatan masyarakat. Disamping itu, lokasi 
yang relatif jauh dari Ibukota Kabupaten dan pusat kegiatan perekonomian, 
memberikan peluang kehidupan yang lebih maju dalam sektor formal maupun non 
formal. Tabel berikut menyajikan data keadaan ekonomi penduduk Desa Sicini 
Tabel 7 
Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa Sicini 
Mata Pencaharian Jumlah Persentase 
  1.     petani  1.835 
Jiwa 
58,03% 
  2.     pertukangan 171 
Jiwa 
5, 41% 
  3.     Penrajin   2 
Jiwa 
0,41% 
  4.     Buruh tani 138 4,36% 
  5.     pandai besi 3 
Jiwa 
0,65% 
Sumber; RPJM desa Sicini tahun 2015 
Berdasarkan  tabulasi data tersebut teridentifikasi  di Desa Sicini dengan jumlah 
penduduk 3.162 jiwa yang mempunyai mata pencaharian sebanyak 2.187 orang atau 
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69,17% dari jumlah penduduk secara keseluruhan. Selebihnya belum bekerja  
(menganggur) ada yang masih sekolah, serta bekerja diluar Desa bahkan ada yang 
menjadi TKI. 
Kehidupan masyarakat tergantung disektor pertanian, petani 1.835 jiwa atau 
58,03% dan buruh tani 138 jiwa atau 4,36% serta pertukangan 171 jiwa atau 5,41% 
dari total jumlah penduduk. Sementara yang berprofesi sebagai PNS serta sector 
perdagangan, perbengkelan dan kerajinan/ keterampilan berada pada presentase 
terkecil hanya sekitar 0,06% sampai 0,28% dari jumlah penduduk secara keseluruhan. 
Dengan demikian dari data tersebut menunjukan bahwa masyarakat di esa Sicini 
memiliki alternatif pekerjaan selain bertani. Setidaknya karna wilayah Desa Sicini 
yang berada di pegunungan sehingga pada umumnya sawah bersifat tadah hujan 
sehingga masyarakatnya banyak yang menggantungkan hidupnya dari hasil 
pertukangan sebagai pekerjaan sampingan bagi petani, serta ada juga yang mencari 
pekerjaan sebagai kuli di kota, bahkan ada yang menjadi TKI.
61
 
B. Hasil penelitian 
1. Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Infrastruktur Jalan Di Desa 
Sicini Kec. Parigi Kab. Gowa 
Pemekaran wilayah yang memiliki suatu pemerintahan daerah otonom adalah 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan kesejahteraan 
masyarakat, serta menciptakan daerah makin mandiri dan demokratis. Tujuan ideal 
ini dapat diwujud nyatakan melalui peningkatan profesionalisme birokrasi daerah 
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untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan yang efisien, dapat menciptakan 
kesempatan lebih luas untuk masyarakat, serta dapat akses langsung pada unit-unit 
pelayanan publik yang tersebar dan mudah dijangkau oleh masyarakat pedesaan 
maupun kota.  
Ada dua hal penting yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan 
masyarakat, yaitu pertama, bagaimana pemerintah melaksanakannya, dan kedua, 
bagaimana dampaknya dimasyarakat setelah pemekaran dilaksanakan. Untuk hal 
yang pertama, aspek yang dikaji adalah sejauh mana „input‟ yang diperoleh 
pemerintah daerah pemekaran dapat digunakan semaksimal mungkin untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, aspek yang dikaji adalah 
keuangan pemerintah daerah dan aparatur pemerintah daerah, kedua aspek tersebut 
sangat dominan pengelolaannya oleh pemerintah daerah. 
Di sisi lain, pelayanan publik juga mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah 
mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta kondisi umum daerah itu 
sendiri khsusnya pada penyediaan infrastruktur jalan yang mampu di rasakan oleh 
daerah setempat.  
Manfaat pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah pada akhirnya harus 
dinilai pada sejumlah mana kebijaksanaan ini mampu meningkatkan kesejahteraan 
rakyat. Studi pemekaran wilayah ini tidak akan langsung mengkaji dampak 
pemekaran wilayah pada kesejahteraan rakyat, tetapi lebih ditujukan pada 
pengamatan dampaknya terhadap pembangunan infrastruktur jalan. Hal ini perluh 
51 
 
dilakukan karena salah satu tujuan kebijaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah 
adalah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. 
Dimulainya pelaksanaan otonomi daerah sejak tahun 2001, peranan pemerintah 
daerah menjadi semakin penting dalam mendorong proses pembangunan di 
daerahnya masing-masing. Perubahan sistem pemerintahan daerah tersebut 
mendorong semua daerah berlomba-lomba untuk mempercepat proses pembanguanan 
daerah dalam rangka memenuhi tuntutan umum untuk dapat segera meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat daerah yang bersangkutan.
62
 Pengaruh otonomi daerah 
terbangun dalam masyarakat Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa dimulai pada tahun 
2006. Menurut data Statistik Kabupaten Gowa pada tahun 2015, Kecamatan Parigi 
ditinjau dari kependudukan adalah kecamatan yang memiliki penduduk terendah 
yaitu sebesar 13.764 jiwa. 
Dalam waktu  sepuluh tahun setelah pemekaran wilayah Kecamatan Parigi pada 
Tahun 2006, desa Sicini yang merupakan bagian Integral dari Kecamatan Parigi 
merupakan aspek yang menarik untuk dianalisis.  Desa Sicini merupakan daerah yang 
terisolir dari kecamatan Parigi, hal ini disebabkan jarak antara Kecamatan Parigi 
dengan desa Sicini yang jauh dengan kondisi geografis yang sulit. Pembangunan 
Desa adalah pembangunan bagian integral nasional dengan demikian pembangunan 
desa mempunyai peranan penting dan bagian yang tidak terpisahkan serta 
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memberikan konstribusi daerah dan nasioanal. Hal inilah yang dijelaskan oleh Camat 
Parigi Hj. Hartati yang mengatakan bahwa: 
“Pembangunan desa merupakan hal yang penting dalam suatu pemerintahan, 
dan hal inilah yang menjadi prioritas Kecamatan Parigi dalam pembangunan 
khususnya kepada pembangunan desa Sicini sebab desa Sicini merupakan wilayah 
yang mempunyai letak geografis yang sangat jauh dan sangat sulit diakses oleh 
pemerintah. Kecamatan Parigi mempunyai lima desa yang dalam hal ini desa Sicini 
adalah desa perbatasan. Namun dalam perkembangannya desa Sicini memberikan 
sumbangsih terhadap kemajuan daerah kecamatan Parigi dalam aspek pertanian dan 
pendidikan”63 
 Dari uraian di atas, mengakui bahwa pembangunan desa merupakan aspek 
yang penting dalam mewujudkan peranan pemerintah yang maksimal demi 
tercapainya masyarakat yang  sejahtera sesuai dengan yang telah diamanatkan oleh 
Undang-Undang. 
Sementara itu pemekaran wilayah akan berdampak kepada pembangunan 
infrastruktur daerah yang lebih merata. Dalam melihat kondisi di Desa Sicini 
Kecamatan Parigi Hj. Hartati selaku Camat Kecamatan Parigi menjelaskan bahwa: 
 “Infrastruktur jalan  menjadi kajian fokus utama dalam pembangunan 
daerah khususnya untuk masyarakat bisa memanfaatkan infrastruktur tersebut dalam 
meningkatkan taraf hidupnya dengan melihat potensi masyarakat setempat hasil 
pertanian bisa di eksplor keluar daerah namun, tidak dipungkiri bahwa infrastruktur 
jalan menjadi penghambat dalam proses pada kemajuan desa Sicini. Meskipun 
dalam hal perkembangan telah banyak perubahan yang terlihat misalnya saja dalam 
aspek pembangunan fasilitas pelayanan publik seperti fasilitas kesehatan maupun 
pendidikan. Infrastruktur jalanan menjadi bagian kajian yang difokuskan dalam 
pembangunan”64 
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Dari penjelasan tersebut dapat dianalisis bahwa, infrastruktur jalan memegang 
peranan penting sebagai salah satu faktor penggerak pertumbuhan ekonomi dan 
pembangunan suatu daerah. Keberadaan infrastruktur di desa Sicini bisa dikatakan 
sangat memadai dan diperlukan. Sarana dan prasarana fisik merupakan bagian yang 
penting dalam sistem pelayanan publik kepada masyarakat yang bisa mendukung 
berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri maupun kegiatan sosial 
lainnya. Sehingga harus menjadi prioritas dalam aspek pembangunan daerah. 
Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat dan jika kesejahteraan masyarakat merupakan sasaran utama 
pembangunan daerah maka tekanan utama pembangunan akan lebih banyak 
diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bentuk 
pengembangan pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, dan 
peningkatan penerapan teknologi tepat guna. 
 Selain hal tersebut, perhatian juga hendaknya lebih diarahkan pada 
pengembangan infrasturuktur pada sebuah daerah dalam menjamin kesejahteraan 
masyarakat. Infrastruktur merupakan bagian penting dalam masyarakat dikarenakan 
sifatnya sebagai wadah ataupun tolak ukur dalam menilai sebuah perkembangan dan 
kemandirian sebuah daerah. Disinggung mengenai peningkatan sumber daya manusia 
dalam hal pendidikan camat kecamatan Parigi Hj. Hartati menjelaskan:  
“Untuk kemajuan pendidikan warga desa Sicini sudah mempunyai kesadaran 
dalam bidang pendidikan dan pemerintah juga sudah berupaya menyediakan fasilitas 
pelayanan umum dalam bidang bidang pendidikan yaitu tersedianya sarana sekolah 
yang dapat dijangkau oleh masyarakat setempat serta kesadaran yang dimiliki 
masyarakat juga membawa kepada tingakatan pendidikan masyaakat desa yang lebih 
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tinggi. Hal ini dapat dilihat dengan, banyaknya masyarakat desa Sicini yang telah 
melanjutkan pendidikan ke universitas”65 
Dari uraian di atas, menjelaskan bahwa pemerintah daerah setelah mengambil 
keputusan untuk mengurus daerahnya sendiri pemerintah kecamatan Parigi desa 
Sicini telah berupaya terhadap penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan kepada 
masyarakat sebagai wujud peran pemerintah untuk mensejahterahkan masyarakat 
akan tetapi dalam hal penyediaan pelayanan publik masih banyak yang perlu 
dievaluasi misalnya saja terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat 
setempat sebagai unsur yang utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang 
belum maksimal. Otonomi daerah sebagai landasan hukum dari aspek pemekaran 
wilayah harus mampu menjadi daerah yang mandiri dan mampu meningkatkan 
infrastruktur yang memadai. khususnya infrastruktur jalan. 
Kurang lancarnya aksesibilitas ke pusat bisnis, fasilitas umum dan pusat kegiatan 
masyarakat merupakan masalah jalan yang utama bagi sebagian masyarakat miskin di 
desa Sicini. Perbaikan aksesibilitas daerah seharusnya dilakukan percepatan di  
pedesaan tidak hanya memperbaiki hubungan ke pusat bisnis,tetapi juga perbaikan 
komunikasi melalui suatu jaringan. hal ini dijelaskan oleh Samsul Bahri sebagai 
Imam desa Sicini: 
“Pemekaran wilayah adalah wujud perkembangan suatu daerah. Terkait dengan 
pemekaran wilayah kecamatan Parigi sejak tahun 2006 tentang infrastruktur jalan 
tidak dipungkiri ada perkembangan namun perbaikan tersebut hanya dirasakan 
setahun setelah pemekaran dalam suasana pemerintahan desa baru. Perlu ada 
perhatian pemerintah yang lebih lagi terkait dengan perbaikan jalan dan 
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pemeliharaan jalan khususnya untuk desa Sicini sepanjang 8KM perlu peningkatan 
jalan poros yang saat ini sangat tidak baik”66 
Dari wawancara di atas menjelaskan bahwa, pembangunan infrastruktur jalan di 
desa Sicini hanya dilakukan pada awal pemekaran wilayah yang hal tersebut 
menjadikan pembangunan desa dalam hal infrastruktur jalan sangat lambat untuk 
dinikamati masyarakat setempat. Hal tersebut, tergambar bahwa tidak memadainya 
infrastruktur jalan membawa pengaruh yang buruk bagi masyarakat setempat. 
Misalnya saja dari beberapa kasus dalam hal mengangkut hasil bumi yang sering 
terkendala akibat buruknya akses jalan yang dilalui yang sebenarnya desa Sicini 
menurut pengamatan penulis adalah desa mempunyai kelebihan pada sektor pertanian 
yang menjadi sektor keunggulan masyarakat. Hal tersebut menambah tugas kepala 
desa dalam hal ini pemerintah yang harusnya mampu menyediakan fasilitas publik 
tersebut kepada masyarakat setempat. 
Infrastruktur jalan merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi, dimulai 
dari alokasi pembiayaan publik dan swasta, infrastruktur dipandang sebagai 
lokomotif pembangunan nasional dan daerah. sebagai daerah yang baru terbentuk, 
Kecamatan Parigi belum memiliki infrastruktur yang cukup memadai. Namun dalam 
melihat pembangunan infrastruktur jalan di desa Sicini setelah pemekaran kecamatan 
parigi Amir sebagai KAUR pembangunan: 
“Perkembangan pembangunan setelah pemekaran bisa dilihat dengan perbaikan 
dari beberapa aspek fasilitas umum yang saat ini bisa dinikmati oleh masyarakat 
misalnya saja, perbaikan jalan guna memudahkan jangkauan dari satu desa ke desa 
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lainnya, renovasi pembangunan kantor desa, membangun fasilitas kesehatan yaitu 
posyandu yang memudahkan masyarakat untuk mengaksesnya”67 
Dari pernyataan di atas, pemerintah telah berupaya  mempercepat pembangunan 
melalui peningkatan kualitas dan kemudahan masyarakat dalam memperoleh 
pelayanan dan pengelolaan pembangunan desa Sicini. Namun, melihat sejauh mana 
perkembangan pembangunan infrastruktur jalan masyarakat desa Sicini setelah 
pemekaran wilayah kecamatan Parigi, salah satu informan Najamuddin sebagai tokoh 
pemuda menjelaskan bahwa: 
“Pemekaran wilayah yang dilakukan pada tahun 2006, tidak memberikan dampak 
pembangunan yang begitu signifikan dan berkelanjutan. Pemekaran wilayah setelah 
sepuluh tahun infrastruktur jalan hanya dirasakan pada awal pemekaran wilayah. 
Dan yang lebih memprihatinkan ada dua dusun di Desa Sicini yang tidak tersentuh 
efek pembangunan”68 
Pernyataan di atas tersebut, mengenai perkembangan pembangunan infrastruktur 
jalan masyarakat di Desa Sicini menunjukan cenderung lambat setelah pemekaran 
kecamatan Parigi yang telah sepuluh tahun dilaksanakan setelah 2006 tahun yang 
lalu. Dengan melihat perkembangan pemekaran wilayah di desa Sicini dinilai kurang 
berhasil, menunjukkan bahwa aturan yang berjalan kurang efektif. 
Peran pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai katalisator dan fasilitator 
tentu membutuhkan berbagai sarana dan fasilitas pendukung, termasuk anggaran 
belanja dalam rangka terlaksananya pembangunan yang berkesinambungan. 
Pengeluaran tersebut sebagian digunakan untuk administrasi pembangunan dan 
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sebagian lain untuk kegiatan pembangunan di berbagai jenis infrastruktur yang 
penting.  
Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. Jika kesejahteraan masyarakat merupakan sasaran utama pembangunan 
daerah maka tekanan utama pembangunan akan lebih banyak diarahkan pada 
peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bentuk pengembangan pendidikan, 
peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, dan peningkatan penerapan teknologi 
tepat guna. Disamping itu, perhatian juga lebih diarahkan untuk meningkatkan 
kegiatan produksi masyarakat setempat dalam bentuk pengembangan kegiatan 
pertanian yang meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, serta 
kegiatan ekonomi kerakyatan lainnya. 
Pemekaran wilayah di desa Sicini setelah dianalisis, hal ini terjadi karena 
beberapa alasan berpendapat kekuasaan politik saja yang dijadikan perluasan karir 
politik elit di daerah. Dalam ilmu politik, bukan hanya memikirkan cara mencapai 
kekuasaan akan tetapi, hal yang penting adalah mensejahterahkan masyarakat melalui 
program pembangunan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara 
adil dan berkelanjutan. Hal tersebut juga dijelaskan oleh salah satu informan Kamal 
sebagai tokoh pemuda di desa Sicini mengatakan: 
“Desa Sicini ini adalah desa yang sangat perlu untuk disejahterahkan, 
pemekaran wilayah yang seharusnya dapat memberikan dampak pembangunan yang 
besar tetapi yang mendasar yaitu infrastruktur jalan tidak bisa dibenahi.”69 
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Dari penjelasan tersebut dapat menjelaskan  kondisi setelah pemekaran wilayah 
masih banyak kendala hal ini disebabkan karena kurangnya perhatian pemerintah dan 
ditambah lagi masyarakat yang kurang memahami kondisi ini. 
Sehingga hal tersebut berdampak desa Sicini belum bisa bangkit dan membangun 
daerah menjadi lebih baik. Dalam hal ini menurut penulis, diperlukan sebuah tindak 
lanjut yang serius dari elemen masyarakat untuk menyadari masalah yang terjadi dari 
daerahnya. Pemekaran wilayah menurut asas desentralisasi adalah menciptakan 
kemandirian dari pemerintahan daerah untuk mengatur daerahnya serta hal yang 
penting adalah memberikan pendidikan politik kepada masyarakat setempat untuk 
menyadari bahwa suatu pemerintahan haruslah dikontrol oleh masyarakat. 
Permasalahan yang terjadi setelah penulis melakukan observasi adalah pemerintahan 
yang otonom belum mampu mengatasi problem pertumbuhan dan pembangunan 
masyarakat di desa Sicini yang dikarenakan letak desa Sicini yang jauh dari pusat 
pemerintah  daerah kecamatan Parigi. Selain itu, kontrol masyarakat sangat 
diperlukan sebab dalam paradigma governance pemekaran wilayah bertujuan 
mewujudkan interaksi antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. 
Pembangunan jalan adalah hal utama yang harus diperhatikan oleh pemerintah, 
karena selain sebagai penghubung dari satu desa ke Desa yang lain, jalanan yang 
bagus juga akan lebih memudahkan masyarakat. Termasuk Pembangunan jalan di 
Desa Sicini belum semua merata. Masih ada beberapa dusun yang  belum mendapat 
perbaikan jalan, seperti Dusun Siriya dan Dusun Labbabatu. 
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Dari gambaran di atas, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa pembangunan 
infrastruktur jalan setelah pemekaran wilayah sangat lambat. Beberapa masalah yang 
terjadi yaitu kurangnya perhatian pemerintah sehingga menjadi hal yang membuat 
perkembangan infrastruktur jalan di desa Sicini menjadi lambat dan tidak 
berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur jalan yang dilakukan oleh desa Sicini 
hanya dilakukan setahun setelah pemekaran kecamatn Parigi akan tetapi setelah itu 
sudah tidak ada proses pemeliharaan dan perbaikan dari infrastruktur jalan di desa 
Sicini. Kurangnya kesadaran masyarakat desa Sicini membuat daerah tersebut dalam 
keadaan yang tidak mengalami perubahan.  
Pembangunan jalan belum terjadi secara merata, dari sebelum pemekaran terdapat  
5 jalan Dusun yang mengalami kerusakan baik itu rusak parah ataupun rusak ringan. 
Setelah pemekaran berlangsung sudah sepuluh tahun ini pemerintah Desa Sicini 
masih belum merata perbaikan  jalannya, meskipun sampai saat ini hanya 3 jalan 
Dusun yang sudah mengalami perbaikan, sedangkan 2 Dusun  lagi masih belum ada 
perbaikan. 
Desentralisasi, memiliki dampak yang sangat kuat bagi percepatan pembangunan 
didaerah. Ketika urusan dan beberapa kewenangan sudah diberikan kepada daerah, 
proses pembangunan bisa lebih dipercepat dibandingkan jika semata-mata dilakukan 
oleh pemerintah pusat. Baratha menyatakan pembangunan sebagai usaha perubahan 
untuk menuju keadaan yang lebih baik, berdasarkan pada norma-norma tertentu. 
Perubahan-perubahan direncanakan tersebut melalui pendayagunaan potensi alam, 
manusia dan sosial budaya. Dengan demikian pembangunan adalah proses 
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pembaharuan yang terus menerus dari satu keadaan tertentu kepada satu keadaan lain 
yang lebih baik.
70
 Akan tetapi jika ditarik kesimpulan pemekaran wilayah kecamatan 
Parigi tidak memberikan perkembangan kearah yang lebih baik dilihat dari 
infrastruktur jalan yang sama sekali kurang layak dinikmati oleh masyarakat desa 
Sicini. 
2. Respon Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan di 
Desa Sicini Kecamatan Parigi pasca pemekaran 
Pembangunan masyarakat yang memiliki makna sebagai proses perubahan, 
dimana perubahan dalam kehidupan masyarakat dapat berdampak kemunduran 
(regress) maupun kemajuan (progress) tetapi tentunya yang diharapkan adalah 
kemajuan. Salah satu indikasi perubahan yang bersifat kemajuan dapat dilihat dari 
peningkatan taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat. Gambaran paling sederhana 
untuk mengetahui peningkatan kesejahteraan adalah dengan melihat apakah 
perubahan tersebut dapat berdampak pada semakin banyak terpenuhinnya kebutuhan 
masyarakat. Semakin banyak kebutuhan masyarakat yang terpenuhi maka merupakan 
indikasi semakin meningkatnya kesejahteraan atau taraf hidup masyarakat.
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Pemekaran wilayah menurut asas desentralisasi adalah menciptakan kemandirian 
dari pemerintahan daerah untuk mengatur daerahnya serta hal yang penting adalah 
memberikan pendidikan politik kepada masyarakat untuk masyarakat setempat untuk 
menyadari bahwa suatu pemerintahan haruslah dikontrol oleh masyarakat. 
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Dalam menganalisis bentuk kontrol masyarakat maka peneliti merasa perlu untuk 
menganalisis respon masyarakat desa Sicini. Respon yang terbentuk dari masyarakat 
desa Sicini dalam melihat dampak pemekaran wilayah terhadap infrastruktur jalan 
beragam. Maka dari itu, penulis menggunakan sepuluh sampel informan yang 
mewakili kalangan masyarakat desa Sicini yaitu tokoh masyarakat, tokoh pemuda, 
tokoh pendidik, tokoh agama, tokoh adat, serta warga masyarakat setempat, lalu 
kemudian dari sepuluh sampel tersebut, peneliti mengambil narasumber yang dirasa 
penting untuk diangkat pada tulisan ini. Ada beberapa respon yang peneliti temukan 
di lapangan maka dari itu, peneliti  mengklasifikasikan respon menjadi 3 respon 
yaitu, respon moderat, respon kritis dan respon apatis, Berikut penjelasan penulis. 
1. Respon Moderat 
Sebagai perwakilan dari pemerintah setempat desa Sicini, Amir G, dalam melihat 
dampak pemekaran wilayah terhadap infrastruktur jalan di desa Sicini merespon 
moderat hal tersebut ia berpendapat bahwa: 
“Setelah kecamatan dimekarkan dengan menjadikan kcamatan Parigi menjadi 
satu kecamatan pemerintah telah berupaya melakukan banyak perbaikan dari 
berbagai aspek. Seperti perbaikan jalan guna mempermudah jangkauan dari satu 
desa ke desa yang lainnya selain itu juga dilakukan renovasi pembangunan kantor 
Desa yang terakhir kami melakukan pembangunan Posyandu seingga tidak jauh lagi 
ke kecamatan. Meskipun dalam hal tersebut masih banyak yang perlu dibenahi dan 
diperbaiki dari segi aspek pemeliharaan”72 
Dari pernyataan di atas menjelaskan bahwa Setelah dilakukan pemekaran, 
pemerintah Kecamatan Parigi giat melakukan pembangunan baik itu pembangunan 
jalan, kantor desa/kecamatan, maupun kantor kesehatan. Pembangunan infrastuktur di 
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Kecamatan Parigi diharap dapat lebihmensejahterakan masyarakat, meskipun masih 
perlu dievaluasi kembali hal-hal yang perlu dibenahi kembali oleh pemerintah 
otonom. 
Selain KAUR pembangunan desa Sicini adapula Abdul Rajab sebagai tokoh 
pendidik yang merespon moderat dampak pemekaran wilayah kecamatan terhadap 
pembangunan di desa Sicini, yang mengatakan bahwa: 
 “Dampak dari pemekaran wilayah kecamatan terhadap pembangunan desa 
Sicini terlihat dari kesadaran akan pendidikan dari masyarakat yang sangat baik hal 
ini disebabkan karena mobilisasi maqsyaraktterhadap akses sekolah sangatlah buruk 
.Namun setelah pemekaran pada tahun 2006, barulah ada anak-anak yang 
melanjutkan studi tingkat SMP.SMA. Desa Sicini yang  jauh dari ibu kota 
Kecamatan. Perubahan mendasar pada Desa Sicini dirasakan setelah tahun 2012. 
Sehingga untuk melanjutkan pendidikan tidak harus lagi melewati jembatan sungai 
jenne‟berang. Maka dari itu saya berpendapat bahwa dampaknya sangat bisa 
dirasakan saat ini”73 
Pernyataan di atas menjelaskan dampak pemekaran wilayah yang dapat dirasakan 
melaui infrastruktur jalan terhadap kesadaran masyarakat akan pendidikan. Kondisi 
sebelum pemekaran wilayah kecamatan Parigi dimana masyarakat di desa Sicini 
memang dikenal sangat jauh tertinggal dari masyarakat di desa lainnya dan kurang 
mengenal tentang pengembangan diri dan pendidikan. 
Adapula Seketaris desa Sicini selaku pemerintah setempat yang merespon 
moderat dengan mengatakan bahwa: 
“Indikatornya dari pemekaran wilayah adalah perkembangan, Desa Sicini 
dikatakan sangat terisolir karena akses jalan menuju Desa Sicini pada saat itu 
sangat sulit ditempuh, yang akhirnnya segala aktivitas masyarakat desa Sicini 
terkendala pula karena sulitnya akses tersebut. Tetapi setelah di mekarkan dari 
kecamatan Tinggi Moncong, desa Sicini megalami perubahan terutama 
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pembangunan jalan yang berkesinambungan dari pemerintah. Nah, maka secara 
otomatis terbukalah akses bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktvitas”74 
 
Dari penjelasan di atas menyatakan bahwa setelah dimekarkannya Kecamatan 
Parigi, Desa Sicini yang merupakan wilayah paling jauh dari  wilayah Kecamatan 
sudah mulai merasakan dampak dari otonomi daerah yang mengalami perubahan baik 
dari ekonomi maupun sosial. Sebelum dimekarkan, Desa Sicini yang masuk dalam 
wilayah Kecamatan Parigi sangat terisolir. 
Adapun tokoh adat H. Latif yang turut merasakan dampak dari pemekaran 
wilayah terhadap infrastruktur jalan yang mengatakan bahwa: 
 “Dampak pemekaran wilayah terhadap infrastruktur jalan menurut saya 
berkembang. Dulu  sebelum ada perbaikan jalan untuk menuju jalan ke Malino, 
biasanya masyarakat berjalan kaki atau dengan  kompasan jalan dengan melalui 
hutan. Kehidupan sosial masyarakat masih sangat sederhana, akan tetapi relasi 
sosial masih sangat menjungjung tinggi nilai-nilai kebersamaan diantara mereka. 
Sulitnya akses jalan masuk kedesa pada saat itu, memberi ruang kepada nilai-nilai 
kebersamaan itu semakin tumbuh diantara masyarakat misalnya, nampak dalam 
kerja sama”75 
Pernyataan informan di atas bahwa dalam merespon dampak pemekaran wilayah 
terhadap infrastruktur jalan tergolong moderat dan terdapat beberapa pendapat yang 
mengakui permalasahan yang perlu untuk dievaluasi kembali.  
2. Respon Kritis 
Selain dari beberapa informan yang merespon moderat terhadap merespon 
dampak pemekaran wilayah terhadap infrastruktur jalan di desa Sicini adapula yang 
merespon kritis pembangunan infrastruktur jalan yang dinilai lambat dan tidak 
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berkembang. Informan tersebut adalah tokoh pemuda bernama Najamuddin, yang 
mengatakan bahwa: 
  “Pemekaran wilayah yang dilakukan pada tahun 2006, tidak memberikan 
dampak pembangunan yang begitu signifikan dan berkelanjutan. Pemekaran wilayah 
setelah sepuluh tahun infrastruktur jalan hanya dirasakan pada awal tahun 
pemekaran wilayah. Dan yang lebih memprihatinkan masih ada dusun di Desa Sicini 
yang tidak tersentuh efek  pembangunan”76 
Pemekaran wilayah bertujuan mensejahterahkan masyarakat melalui program 
pembangunan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara adil dan 
berkelanjutan. Hal tersebut juga dijelaskan kembali betapa pemekaran wilayah harus 
kembali kepada cita-cita awal untuk pembangunan yang tidak dapat dijangkau oleh 
pemerintahan pusat oleh Kamal sebagai tokoh pemuda di desa Sicini mengatakan: 
  “Desa Sicini ini adalah desa yang sangat perlu untuk disejahterahkan, 
pemekaran wilayah yang seharusnya dapat memberikan dampak pembangunan yang 
besar tetapi yang mendasar yaitu infrastruktur jalan tidak bisa dibenahi. 
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Adapula yang merespon kritis dampak pemekaran wilayah terhadap infrastruktur 
jalan di desa Sicini yaitu Samsul Bahri sebagai tokoh agama yang mengatakan 
bahwa: 
“Faktor jalan yang rusak dan berlubang menghambat aktifitas masyarakat kita, 
selain itu jarak yang begitu jauh yang harus ditempuh masyarakat untuk 
mendapatkan pelayanan di Kantor Kecamatan, hal ini tentu sangat meresahkan 
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masyarakat menurut saya ini adalah masalah yang perlu untuk di selesaikan oleh 
pemerintah.”78 
Pembangunan jalan belum terjadi secara merata, dari sebelum pemekaran terdapat  
5 jalan Dusun yang mengalami kerusakan baik itu rusak parah ataupun rusak ringan. 
Setelah pemekaran berlangsung sudah sepuluh tahun ini pemerintah Desa Sicini 
masih belum merata perbaikan  jalannya, 2 Dusun  lagi masih belum ada perbaikan. 
Pernyataan informan di atas bahwa dalam merspon dampak pemekaran wilayah 
terhadap infrastruktur jalan di desa Sicini tergolong kritis dan tidak puas terhadap 
kinerja pemerintah otonom yang cenderung tidak melihat masalah yang terjadi dan 
tidak memberikan solusi dari permasalahan yang dialami oleh masyarakat. 
3. Respon Apatis 
Kondisi infrastruktur jalan yang ada di desa Sicini setelah sepuluh tahun 
pemekaran wilayah kecamatan Parigi sangatlah jauh dari kata layak untuk dinikmati 
oleh masyarakat desa. Sebagian dari mereka yang merupakan kelompok masyarakat 
miskin menganggap kondisi tersebut sangatlah membuat mereka semakin 
tersingkirkan. 
Pemerintah yang otonom idealnya harus menjamin bahwa kebutuhan-kebutuhan 
dasar mereka terpenuhi, masalah-masalah mereka ditangani, mereka mempunyai 
kesempatan-kesempatan untuk peningkatan diri. Dalam cara yang sama negara 
menjamin hak-hak sipil dan hak-hak politik,  juga memperluas program-program 
sosial untuk menjamin hak-hak sosial bagi semua. 
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Dalam Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 
mengamanatkan Negara memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar, 
mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan 
masyarakat lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta 
betanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesejahteraan sosial yang layak yang 
diatur dengan undang-undang. 
Dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 2, pasal 28H ayat 2 dan pasal 34 UUD 1945, UU 
No.39 Tahun 1999, UU No.11 Tahun 2009 merupakan pedoman dan acuan bahwa 
warga Negara berhak atas berbagai palayanan kesejahteraan sosial yang 
menggambarkan prinsip umum.
79
 
Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat dan jika kesejahteraan masyarakat merupakan sasaran utama 
pembangunan daerah maka tekanan utama pembangunan akan lebih banyak 
diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bentuk 
pengembangan pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, dan 
peningkatan penerapan teknologi tepat guna. Selain hal tersebut, perhatian juga 
hendaknya lebih diarahkan pada pengembangan infrasturuktur pada sebuah daerah 
dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur merupakan bagian penting  
dikarenakan sifatnya sebagai wadah ataupun tolak ukur dalam menilai sebuah 
perkembangan dan kemandirian sebuah daerah. Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap 
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daerah berkembanng di setiap belahan dunia diawali oleh interaksi masyarakat yang 
di topang oleh ketersediaan infrastruktur.  
Pemerintah pusat dalam hal ini telah memberikan pendelegasian tugas kepada 
pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri untuk itu dalam hal ini sangat 
penting untuk mengetahui respon masyarakat mengenai dampak pemekaran wilayah 
terhadap infrastruktur jalan. Berikut respon masyarakat yang apatis terhadap dampak 
pemekaran wilayah  informan tersebut bernama Dg Baji yang mengatakan bahwa: 
 “Jalan disini sangat jelek dan tidak ada perbaikan makanya jarang sekali ada orang 
yang mau datang kesini selain orang daerah sini saja. Kendaraan umum tidak ada 
dan kendaraan juga susah untuk kesini jadi kadang ketika ada hasil pertanian susah 
dibawa bahkan itu juga harus dipikul. Kita susah semakin susah”80 
Dari wawancara di atas menjelaskan bahwa ketidak puasan masyarakat terhadap 
pembangunan infrastruktur jalan di desa Sicini  belum maksimal. Tidak memadainya 
infrastruktur jalan membawa pengaruh negativ terhadap penduduk setempat yang 
mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di desa Sicini. Sehingga pada beberapa 
kasus pengangkutan hasil bumi mengalami banyak kendala Sementara desa Sicini 
mempunyai kelebihan dalam hal pertanian yang menjadi sektor unggulan masyarakat 
desa. 
Kecamatan Parigi merupakan kecamatan yang dahulu hanya berbentuk desa yang 
termasuk kedalam kecamatan Tinggi Moncong namun setelah memekarkan wilayah 
menjadi sebuah kecamatan Parigi yang terdiri dari lima desa yaitu desa Manimbahoi, 
desa Bilanrengi, desa Majannang, desa Jonjo dan desa Sicini. Kecamatan Parigi 
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mempunyai inisiatif untuk memekarkan wilayah untuk membentuk satu kecamatan 
baru disebabkan oleh beberapa faktor salah satunnya adalah dari lima desa yang 
terdiri dari kecamatan Parigi sangat jauh jaraknya dari pemerintah daerah pusat 
sehingga hal ini menyulitkan dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. 
Sehingga pada tahun 2006 desa Parigi menjadi suatu kecamatan yang terdiri dari lima 
desa. Dalam melihat dampak pemekaran wilayah sejak tahun 2006 salah satu 
informan yang merupakan masyarakat desa Sicini merespon dengan menyatakan 
bahwa: 
„kalau dilihat dari pembangunanya belum ada yang nampak yang dilihat oleh 
mata kepala, anggaran sudah banyak tapi kenyataanya pembangunan infrastruktur 
jalan belum merata Yang membuat kecewa adalah masih ada dusun di desa Sicini 
yang  jalannya tidak bagus.”81 
Dari petikan wawancara di atas menjelaskan bahwa permasalahan yang terjadi 
setelah pemekaran wilayah sejak tahun 2006 tidak memberikan kemajuan dan 
perkembangan yang begitu pesat dalam hal pembangunan infrastruktur jalan yang 
baik. Lebih lanjut lagi bahwa pada kenyataannya masih ada dua dusun yang berada di 
desa Sicini yang belum merasakan pembangunan infrastruktur jalan setelah 
pemekaran wilayah kecamatan Parigi. Sehingga Nampak ketidakpuasan masyarakat 
terhadap dampak pemekaran wialayah kecamatan yang selama ini belum memberikan 
pengaruh yang besar terhadap kemudahan masyarakat sehingga masyarakat juga 
beranggapan bahwa kebutuhan mereka tidak diperjuangkan. 
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 Pembangunan sangat diperlukan bagi kemajuan dari suatu daerah menjadi lebih 
sejahtera. Dalam hal ini penulis merasa dalam membangun daerah yang perluh 
dibangun adalah kesadaran politik masyarakat. Dalam artian pembangunan politik 
dilakukan untuk mengubah suatu keadaan menjadi lebih baik sehingga terwujud 
kehidupan masyarakat yang mampu berhubungan dengan baik dan memperoleh hak 
yang sama dari pemerintah. Selain itu adalah yang penting pemerintah mampu 
mewujudkan setiap kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada pembangunan yang 
tentunya diikuti dengan terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Untuk itu diperlukan 
suatu tatanan sistem pemerintahan yang mampu untuk mewujudkan kebutuhan warga 
menjadi suatu tindakan nyata. 
Berdasarkan kepentingan di atas maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa 
masyarakat desa Sicini belum puas terhadap infrastruktur jalan di desa Sicini karena 
dalam pelaksanaanya masih ada beberapa wilayah yang tidak menikmati dampak dari 
pembangunan desa. Sementara idealnya otonomi daerah bertujuan memberikan 
dampak yang baik bagi kemajuan daerah sehingga setiap warga negara mempunyai 
hak yang sama dalam memperoleh kehidupan yang layak dalam suatu negara yang 
diperkecil peranannya menjadi suatu pemerintahan daerah. 
Respon apatis dari masyarakat yang memandang bahwa dampak pemekaran 
wilayah kecamatan yang selama ini tidak memberikan dampak yang signifikan 
terhadap infrastruktur jalan yang lebih baik. Sehingga kepentingan yang selama ini 
menjadi kebutuhan masyarakat menjadi diacuhkan dan Nampak tidak memberikan 
perhatian lebih dari pemerintah sehingga tidak ada perkembangan yang merata. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Terdapat beberapa kesimpulan dari hasil penelitian sebagai berikut 
1. Dampak pemekaran wilayah terhadap infrastruktur jalan di desa Sicini 
kecamatan Parigi pembangunan infrastruktur jalan setelah pemekaran wilayah 
sangat lambat. Beberapa masalah yang terjadi yaitu kurangnya perhatian 
pemerintah dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam memahami kondisi ini 
sehingga menjadi hal yang membuat perkembangan infrastruktur jalan di desa 
Sicini menjadi lambat dan tidak berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur jalan 
yang dilakukan di desa Sicini hanya dilakukan setahun setelah pemekaran 
kecamatn Parigi akan tetapi setelah itu sudah tidak ada proses pemeliharaan dan 
perbaikan dari infrastruktur jalan di desa Sicini. Kurangnya kesadaran 
masyarakat desa Sicini membuat jalan tersebut dalam keadaan yang tidak 
mengalami perubahan. Kontrol dari pemerintah kecamatan menjadi problem 
yang terjadi sehingga infrastruktur jalan tidak memberikan efek yang 
membantu masyarakat dalam proses kehidupan. 
2. Dalam merespon dampak pemekaran wilayah kecamatan terhadap 
pembangunan infrastruktur jalan di desa Sicini Kec. Parigi Kab. Gowa. Ada 
kelompok masyarakat yang merspon moderat, merespon kritis dan adapula 
masyarakat yang merespon apatis. Respon masyarakat yang moderat yaitu 
kelompok masyarakat yang mewakili pemerintah desa yang berpendapat bahwa 
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selama pemekaran kecamatan dilakukan telah berimplikasi terhadap 
pembangunan infrastruktur jalan dan telah melakukan beberapa kebijakan 
pembangunan yang dapat membuat sejahtera. Respon kritis oleh kelompok 
masyarakat desa Sicini yaitu kelompok masyarakat yang menilai pemekaran 
wilayah kecamatan tidak dimanfaatkan sebagai suatu pembangunan dalam 
sebuah desa akan tetapi pemekaran wilayah hanya dijadikan sebagai ajang 
oknum-oknum untuk memanfaatkan kepentingan masyarakat untuk 
kepentingan pribadinya. Adapula masyarakat yang merespon apatis dampak 
pemekaran wilayah terhadap infrastruktur jalan di desa Sicini yang dinilai tidak 
memberikan dampak yang begitu besar terhadap kesejahteraan masyarakat 
setempat serta menganggap bahwa pemerintah tidak memberikan hak yang 
sama untuk memperoleh pelayanan umum yaitu infrastruktur jalan kepada 
masyarakat petani yang sangat mendukung bagi kelangsungan hidup mereka. 
B. Implikasi penelitian 
1. Perlunya kesiapan pemerintah otonom yaitu kecamatan Parigi dalam hal ini 
untuk memberikan pelayanan umum dengan memperbaiki seluruh akses jalan 
yang menjadi salah satu faktor pertumbuhan suatu daerah atau desa. Selain itu 
diperlukan pemerintahan yang mengetahui faktor penghambat pertumbuhan 
ekonomi dan memberikan tindakan dalam bentuk kebijakan yang menjadi 
solusi dari permasalahan yang dialami masyarakat desa. Serta tidak lupa 
aparatur pemerintahan yang mampu menyaring aspirasi masyarakat desa. 
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2. Perlunya komunikasi politik yang terjalin dengan baik antara pemerintah lokal 
kepada pemerintah pusat daerah dalam memberikan informasi mengenai 
kebutuhan masyarakat desa. Sehingga artikulasi kepentingan masyarakat desa 
dapat diagregasikan menjadi suatu kebijakan yang dapat terlaksana secara nyata 
dan bukan sekedar wacana semata. 
3. Diperlukan pula kesadaran politik masyrakat untuk ikut serta membangun 
daerah atau dalam hal ini desa Sicini menjadi berkembang dan tidak tertekan 
pada masalah yang mendasar yang tidak bisa diatasi oleh pemerintah otonom. 
Jika perlu dalam masyarakat membuat suatu kelompok penekan yang bisa 
setiap saat mengontrol pemerintahan yang tidak sesuai dengan undang-undang. 
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